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MOTTO:

“Andaikan kamu berbuat dosa schingga dosamu mencapai langit, kemudian

kalian bertobat niscava Allah memberi ampun kepada kamu sekalian.”
(MIR. Ibnu Majah) *)

*) Ahmad Najich. 1984. Hadist dan Syair Untuk Bekal Da’wah. Jakarta: Pustaka
Amani.
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RINGKASAN

Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lembaga
pemasyarakatan dikehendaki agar terpidana tidak melakukan kejahatan lagi.
Sistem pemasyarakatan membuat hak-hak narapidana sebagai manusia diakui
karena semua itu tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang
merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa
Indonesia. Pembinaan yang diperoleh oleh para narapidana dapat berguna bagi
dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta agama.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai faktor-
faktor pendukung keefektivitasan pembinaan narapidana dan kendala-kendala
yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa faktor-
faktor yang menjadi pendukung dan kendala-kendala dalam pembinaan
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan masalah melalui metode yuridis normatif Sumber data yang
digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data
tersebut didapat melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penarikan
kesimpulan secara deduktif, yaitu hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat
khusus.

Fakta yang disajikan dalam skripsi ini adalah mengenai pembinaan
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun, penulis menggunakan KUHP
dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai
dasar hukum dan landasan teori yang dijadikan dasar dari pembahasan.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor
yang menjadi pendukung dalam keefektivitasan pembinaan narapidana dan
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan Madiun. Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi imi adalah
faktor-faktor pendukung keefektivitasan pembinaan narapidana di Lembaga

Xil
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Pemasyarakatan Madiun adalah faktor anzk didik, faktor tujuan pendidikan, faktor
alat-alat pendidikan (sarana dan prasarana) dan faktor milleu (lingkungan).
Kendala-kendala yang menghambat dalam proses pembinaan antara lain latar
belakang narapidana, kurangnya tenaga pendidik, masyarakat, kurangnya tenaga
ahli dan kurangnya anggaran atau dana.

Penulis menyarankan supaya Lembaga Pemasyarakatan Madiun
diharapkan lebih meningkatkan kualitas dari petugas pembinaan terhadap

narapidana.
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BAB 1 ) P L.

PENDAHULUAN § Wil 7T Dostakaar |

1.1 Latar belakang = - e

Kejahatan memang selalu ada di masyarakat, baik di negara yang
sedang berkembang seperti Indonesia ataupun negara adikuasa seperti Amerika
Serikat tidak akan luput dari masalah kejahatan, meskipun kuantitas dan
intensitasnya tidak sama. Kenyataan memang tidak dapat dipungkiri bahwa
kejahatan itu akan selalu ada sepanjang adanya masyarakat. Pandangan tersebut
pernah diungkapkan oleh Barnes dan Treetes yang menulis: kejahatan akan selalu
ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu
berganti dari tahun ke tahun. (Kertha Patrika, Maret : 48). Kejahatan tidak
mungkin bisa dihapus atau dihilangkan sama sekali, tetapi hanya dapat dicegah
atau dikurangi, apabila tindakan pencegahan itu kurang berhasil maka malapetaka
yang akan menimpa masyarakat. Hal ini jelas akan mengakibatkan keadilan,
ketertiban dan ketentraman akan terganggu. Suasana seperti itulah yang
didambakan masyarakat sehingga terwujud perikchidupan bermasyarakat guna
menjamin lancarnya pembangunan di segala bidang.

Masalah pemberian sanksi pidana tersebut masih relevan untuk
dipertanyakan. Pada prinsipnya dalam Hukum Pidana Indonesia, tujuan

pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina.

Menurut Muladi (dalam Irwan Panjaitan dan Simorangkir, 1992 : 12), bahwa
tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial
vang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan
pemidanaan yang harus dipenuhi, perangkat tujuan pemidanaan itu yang
dimaksud terdiri atas:

a. Pencegahan (unsur yang khusus);

b. Perlindungan masyarakat;

¢. Memelihara solidaritas;

d. Pengimbalan atau perimbangan.

Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lembaga
pemasyarakatan dikehendaki agar terpidana tidak melakukan kejahatan lagi.

Sistem pemasyarakatan membuat narapidana hak-haknya sebagai manusia diakui
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karena semua itu tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang
merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa

Indonesia.

Almarhum Sahardjo sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan,
mengemukakan ide pcmasyarakatan bagi terpidana. Dengan alasan :

1) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;

2) Tidak orang yang hidup diluar masyarakat;

.

3) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.
(Poernomo, 1986 : 175)

Pembinaan merupakan salah satu upaya dar pelaksanaan pidana
penjara dengan sistem pemasyarakatan, jadi partisipasi masyarakat sangat
diharapkan secara nyata dan aktif.

Almarhum Sahardjo menghendaki dalam pidato penerimaan anugerah
gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia
di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1963, Beliau memberikan essay
tentang Pohon Beringin Pengayoman sebagai lambang hukum di Indonesia agar
dibawah pohon beringin pengayoman, tidak saja masyarakat diayomi terhadap
diulanginya perbuatan jahat oleh narapidana melainkan orang yang telah tersesat
diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna
di dalam masyarakat. Istilah “Pemasyarakatan® baru digunakan pada tanggal 27
April 1964 pada saat Konferensi Dinas Kepenjaraan. (Poernomo, 1986 : 141).

Istilah “Pemasyarakatan’ tersebut lebih diperjelas pada Undang-
undang No.12 tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Hasil konferensi diatas
bahwa pemasyarakatan disamping sebagai tujuan pemidanaan juga merupakan
sistem perlakuan terhadap narapidana. Pemidanaan narapidana terarah pada
rehabilitasi, resosialisasi, yang berunsur edukatif, korektif, detensif yang beraspek
individu dan sosial.

Makna lain dari pembinaan adalah memperlakukan seseorang yang
berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.
Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina
. adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan
rasa harga diri pada dirinya sendiri dan pada din orang lain, serta

mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan
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yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk
menjadi mzanusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan
tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberikan arti dasar agar
narapidana kelak dikemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan dan taat
terhadap hukum yang berlaku didalam masyarakat. Almarhum Sahardjo (dalam
Poernomo, 1986 : 116) mengatakan bahwa tugas hukum adalah member
pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Pembinaan dapat terlaksana secara efekuf berdasarkan cita-cita dar
sistem pemasyarakatan, bukan saja bekas narapidana yang akan menerima atau
menikmati kehidupan mereka yang lebih baik akan tetapi keluarga, masyarakat.
bangsa dan negara ikut merasakan manfaatnya. Bekas narapidana tidak akan lagi
melakukan kejahatan sehingga terlihat adanya dampak positif bahwa kejahatan
dapat ditekan khususnya bagi pelaku kejahatan vang dilakukan coleh bekas
narapidana atau residivis.

Penuiis mencoba membahas mengenai keefcktifan pembinaan
narapidana yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyaratan Madiun dalam skripsi
yang berjudul : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapaui dalam penulisan skripsi ini adalah :

1 untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung keefektivitasan
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun

2 untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan

pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.
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1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan vang akan dibahas dan dikaji didalam penulisan skripst
ini adalah sebagai berikut:
1. apakah faktor-fakior vanp mendukung keefektivitasan sistem pembinazn
narapidana di {.embaga Pemasyarakatan Madiun 7
2. apakah kendala-kendala vang dihadapi  didaiam melakukan pembinaan

terhadap para narapidana di | ombaga Pemasvarakatan Madiun 7

.4 Metode Penalisan

Penulisan ilmiah harus difakekan dengan metode — metode penulisan
vang benar untuk mencapai hasil vang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya, Penggunaan metode-metode penuiisan yang bark dimaksudkan
agar tujuan dari penuiisan ini dapat dicapai dengan baitk dan nantinya dapat
memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya. {Soerjono Soekanto,
1984: 12).

Metodologi merupakan salah satu teknik bagaimana memperoleh
sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk memperolech data yang tingkat
validitasnva diaku secara ilmiah. Fenulisan penelitian timiah ini mempunyai nilai
dan bobot ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka
diperlukan adanya suatu metodologi atau metode penulisan yang bersifat ilmiah
pula. ( Soerjono Soekanto, 1984 : 6.

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara
penulis mempelajari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta menganalisa penulisan tersebut dengan obyek penclitian yaitu

Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Metode vuridis normatif
dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum,
pendapat-pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
(Soemitro,1988:9). Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini dengan
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cara mengkaji peraturan perundang-undangan vyang berkaitan dengan
Pemasyarakatan, teori hukum serta pendapat para ahhi hukum yang berkaitan

dengan pembinaan narapidana.

1.4.2 Sumber Data
Untuk memperoleh data vang relevan, maka penulis menggunakan 2

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

I. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data vang diperoleh langsung dari
sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. (Soerjono
Soekanto, 1984: 12).

Sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian di
lapangan dengan melakukan wawancara atau konsultasi dengan pihak-pihak yang

terkait dalam masalah pembinaan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Madiun.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku
harian dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 1984: 12).

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara melihat peraturan

perundangan yang berlaku, data-data yang berkaitan dengan Pemasyarakatan.
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1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data
1. Wawancara atau Interview

Khusus untuk penelitian, maka wawancara menurut Norman K.
Denzin (dalam Soerjono Soekanto, 1984: 24) adalah percakapan secara langsung
antara dua orang atau lebih dimana salah satunya mendapatkan informasi dari
vang lain.

Pengumpulan data melalui wawancara atau interview digunakan untuk
memperoleh data yang menyeluruh mengenai pembinaan narapidana. Wawancara
atau interview dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dan meminta
data-data termasuk dokumen-dokumen penunjang kepada pihak yang terkait
dalam hal ini adalah petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan Madiun yang

berkaitan erat dengan masalah pembinaan narapidana.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan
melalui data tertulis dengan mempergunakan analisa isi atau kandungan. Menurut
R Holsti (dalam Soerjono Soekanto, 1984: 22), analisa isi atau kandungan adalah
suatu teknik atau cara untuk mendapatkan kesimpulan dengan mengindentifikasi
karakteristik tertentu suatu pesan secara obyektif dan sistematis.

Suatu bentuk metode pengumpulan data melalui studi dokumen ini
merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen adalah
dengan cara membaca literatur-literatur, mengumpulkan teori-teori dan pendapat
para ahli dan sarjana serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
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BAB 11 -
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Madiun

Narapidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan para narapidana dibina dengan sistem pemasyarakatan. Tujuan dari
sistem pemasyarakatan ini sudah jelas yaitu memberikan bekai kepada narapidana
untuk kelak narapidana hidup kembali kemasyarakatan, bekal tersebut tidak hanya
keterampilan tetapi meliputi fisik maupun mental. Intinya itu menjadikan narapidana
sebagai warga masyarakat yang baik.

Lembaga pemasyarakatan Madiun ini dibangun pada tahun 1919 dan baru
ditempati pada tahun 1525 dengan luas 29.790 m2, dengan nama masih Jawatan
Kepenjaraan. Pada tahun 1963 - tahun 1964 berubah menjadi Lembaga
Pemasyarakatan, setelah itu antara tahun 1964 sampai dengan tahun 1970-an berubah
menjadi Bina Tuna Warga, kemudian pada tahun 1976 sampai sekarang berubah lagi
menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni dari lembaga pemasyarakatan ini
beragam sesuai dengan pasal 13 KUHP yang menyebutkan bahwa, para narapidana
yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. Jadi penghum dari
Lembaga Pemasyarakatan Madiun dari berbagai macam kejahatan, mulai yang
teringan hingga yang terberat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun mencapai 512 orang , data-
data ini diambil dari Pusat Pengendalian Keamanan pada tanggal 18 Juni 2002
(jumlah dari narapidana ini sewaktu-waktu dapat berubah), yang terbagi atas :

a. Jumlah narapidana : 338 orang
b. Jumlah tahanan : 173 orang
c. Cuti Menjelang Bebas :1 orang
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Jumlah nrarapidana menurut jenis kelamin adalah :
a. Wanita sebanyak 15 orang
b. Pria sebanyak 497 orang
Lembaga Pemasyarakatan Madiun mendapatkan Surat Edaran Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur tanggal 10 November 1999 No.
W.10.PK.04.10 504 yang menunjuk Lembaga Pemasyarakatan Madiun sebagai
Lembaga Pemasyarakatan untuk Narkoba (Narkotika dan Obat-obat Terlarang).
Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun untuk Narkoba adalah:
1) Jumlah narapidana : 229 orang
2) Jumlah tahanan : 23 orang
Lembaga Pemasyarakatan Madiun didalam mewujudkan pelaksanaan
pembinaan terhadap Warga Binaan Masyarakatnya dengan berbagai macam
pembinaan, antara lain :
1. Pembinaan Mental
Pembinaan mental ini terfokus pada nilai-nilai keagamaan.
2. Pembinaan Sosial
Sasaran dari pembinaan ini adalah untuk memberikan pengertian kepada para
narapidana mengenai pengertian-pengertian terhadap pentingnya hidup
bermasyarakat.
3. Pembinaan Kerja
Pembinaan ini diberikan untuk memberikan bekal berupa keterempilan kepada
narapidana supaya nantinya narapidana tersebut mempunyai keahlian dan
dapat meneruskan hidupnya.
Lembaga Pemasyarakatan Madiun menyediakan bermacam-macam kegiatan
untuk mendukung pembinaan ini, antara lain :
a. Berkebun
b. pertukangan kayu
c. kerajinan tangan

d. menjahit
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Pembinaan untuk memberikan perasaan aman dan damai

Pembinaan ini berfungsi untuk memberikan suatu kehidupan yang teratur dan
narapidana dapat belajar untuk menaati peraturan.

Pembinaan lainnya, antara lain :

a. Pembinaan seni budaya berupa Kerawitan Jawa

b. Olah raga, meliputi Kesegaran jasmani, Volly, Bulutangkis, Tenis meja dan

Catur.

c. Kepustakaan.

Pembinaan Penyuluhan

Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah dari kejiwaan para
narapidana dan masalah-masalah lain yang menyangkut dari diri narapidana
tersebut

Pelaksanaan pembinaan dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Madiun dengan

mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait, antara lain :

L
.

=h B BRI . e

Universitas Merdeka Madiun mengenai masalah hukurn

Universitas Widya Mandala Madiun mengenai masalah kejiwaan dari para
narapidana

Universitas Islam Indonesia Madiun mengenai masalah keagamaan agama Islam.
STISIP Madiun mengenai masalah sosial kemasyarakatan.

STIKIP Madiun mengenai masalah keagamaan agama Katolik.

RSU Dr. Soedono Madiun mengenai masalah kesehatan

Puskesmas Kepatihan Kota Madiun mengenai masalah kesehatan.

Pembinaan tersebut terlaksana dengan baik terhadap narapidana karena

diharapkan akan terjadi proses perubahan seseorang yang menjurus kepada

kehidupan yang posiiif setelah narapidana tersebut menjalani pidana penjara, karena

ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil

pendidikan non formal bagi narapidana melalui progam-progam pembinaan ini. Hal

ini dapat dilihat dari angka-angka narapidana yang mendapatkan remisi, cuti

menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga. Hal-hal
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tersebut adalah merupakan suatu rangsangan bagi narapidana untuk lebih memacu
dirinya supaya apa yang telah dicita-citakan dalam proses pemasyarakatan dapat

terwujud dengan baik.

2.2 Dasar ilukum
Dasar hukum vang melandasi dari pembinaan terhadap narapidana in: antara

lain adalah :

|. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Undang Undang No.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan

3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Nomer 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama

Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Sistem Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan terhadap narapidana, Kata sistem di sini mengandung suatu
arti atau pola bagaimana yang harus diterapkan didalam membina para narapidana.
Arti pembinaan itu sendiri adalah membangun atau memperbaharui suatu keadaan
dari keadaan sebelumnya. (Poerwadarminta,1976:955).

Pengertian Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah R.1I. Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingnan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal
| angka | adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan dan jasmani
rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem yang digunakan untuk membina narapidana adalah dengan

pemasyarakatan. Pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No.12
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tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dari tata peradilan pidana. Konsepsi
pemasyarakatan pada tingkat permulaan merupakan tujuan dari pidana penjara.
Pemasyarakatan sebagai tujuan menurut teori dari tujuan pemidanaan dalam hal
menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan tidak lepas dari prinsip pengimbalan atas
perbuatannya yang melanggar hukum pidana, namun tetap diperlakukan scbagai
manusia sekalipun ia telah tersesat.

Tujuan pemidanaan menurut Bambang Poernomo (1986: 143) vyang
memperhatikan aspek perbuatan dan aspek manusia dapat digolongkan pada aspek-
aspek sebagai berikut;

a. Perlindungan terhadap masyarakat (protecticn of the public)
b. Pencegahan kejahatan (prevention of crime)
¢. Usaha memperbaiki manusia pelanggar hukum (reform of the offender).

Kegiatan pemasyarakatan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara berupa
suatu sistem proses yang melibatkan hubungan interelasi, interaksi dan integritas
antara komponen masyarakat dan komponen petugas penegak hukum yang
menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana, dengan sasaran
untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna
dalam lingkungan masyarakat, dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan. Lembaga
pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 1995 adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menurut pasal
] angka 2 Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan adalah
suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga vang
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baik dan bertanggung jawab.

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik dan khen
pemasyrakatan. Pengertian narapidana itu sendiri menurut pasal 1 angka 7 Undang-
undang No.12 tahun 1995 adalah, terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pengertian narapidana menurut kamus
hukum adalah, Orang hukuman; orang yang dimasukkan kedalam lembaga
pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.(Hamzah,1986:120).
Menurut Poernomo, narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang
dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu dengan tujuan, metode dan
sistem kemasyarakatan. (Poernomo, 1986 : 180). Sistem Pemasyarakatan adalah
suatu sarana perlaku‘an cara baru terhadap narapidané untuk mendukung pola upaya
baru pelaksanaan pidana penjara agar mancapai keberhasilan peranan negara
mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. (Poernomo,
1986 : 186)

Pemasyarakatan merupakan metodologi penyelenggaraan Pembinaan dan
pembinaan dengan cara tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu yang
bersangkutan, ‘serta mempergunakan akal yang kritis melalui upaya-upaya tertentu,
misalnya assimilasi, integrasi, pendidikan, latihan kerja keterampilan, dan lain-lain.
Metode untuk membimbing dan membina narapidana yang dimaksudkan adalah
mencari jalan keluar dengan berbagai pilihan upaya baru pelaksanaan pidana penjara,
sebagaimana sudah dijelaskan dalam cara-cara memberikan kelonggaran atau
penggunaan pidana penjara yang sudah digunakan oleh beberapa negara.

Pembinaan narapidana di Indonesia secara institutional dikenal scjak
berlakunya Reglemen Penjara (Gestichten Reglement 1917 No.708. Peraturan
Kepeniaraan ini aibuat oleh Pemerintah Kolonial Relanda sebagai realisasi dari
adanya ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (WvS 1915), khusus pasal 10 KUHP. Reglemen Penjara 1917 No.708
saat ini sudah tidak beriaku lagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1Z Tahun
1995 pada tanggal 30 Desember 1995 tentang Pemasyarakatan.
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Peraturan Kepenjaraan ini terdiri atas 114 pasal, keseluruhan pasal ini terdiri dari 15
Bab, yang isinya lebih dari seperdua mengatur urusan dan keperluan narapidana.
Urusan dan keperluan narapidana meliputi tentang pemisahan untuk setiap
penggolongan menurut Ketetapan Direktur Justisi (Bab 1I), ijin memperoleh
kunjungan dari luar (Bab VI), pembagian kelas dan perubahan kenaikan kelas selama
berkelakuan baik (Bab VII), hadiah uang untuk hasil pekerjaan (Bab VILI),
pengajaran umum dan agama (Bab IX), pemeliharaan keschatan (Bab XI), kebutuhan
makanan, pakaian dan tempat tidur (Bab XII), dan perihal kesejahteraan dan
perbaikan nasib (Bab XII1). (Poernomo, 1986 : 135).

Ketentuan Reglemen Penjara 1917 pada hakekatnya dipergunakan metode
periodisasi yaitu pada periode awal para narapidana dikurung dalam bilik atau sel,
kemudian disusul dengan periode bekerja secara bersama-sama disiang hari dan
dikurung lagi pada malam harinya danpada periode berikutnya diklasifikasikan
melalui klas | bagi narapidana yang baru masuk atau masih berkelakuan buruk, klas II
bagi narapidana yang meningkat berkelakuan baik atau terpidana kurang dari 3 bulan
dan klas III bagi narapidana yang meningkat kelakuannya lebih baik dan
menunjukkan kemajuan untuk dipersiapkan iepas secara bersyarat. Beberapa bagian
dalam Reglemen Penjara 1917 memuat ketentuan tentang kewajiban bertindak
berdasarkan perikemanusiaan dan dilarang melakukan tindakan kekerasan diluar
ketentuan yang berlaku (pasal 28), narapidana diijinkan menerima tamu keluarga,
sahabat atau orang lain yang berkepentingan, bahkan sudah lama menerima atau
mengirim surat yang kesemuanya itu dalam arti hubungan kemasyarakatan menurut
ketentuan yang berlaku (pasal 47-48), diusahakan sekedar upah untuk pekerjaan
kerajinan atau industri kecil (pasal 57-64), diseienggarakan pengajaran scrta
pendidikan agama (pasal 65-66), pelayanan kesehatan seperlunya dan makanan
dibawah pengawasan ahli (pasal 79-92). Sisa ketentuan yang lain mengatur tentang
organisasi. tata usaha, keamanan dan kepegawaian kepengajaran.

{Poernomo, 1986 : 136).

Pemerintah Kolonial Belanda tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan
ketentuan dan pembebasan bersyarat. Cara menjalankan tugas yang terlalu berpegang
pada sikap birokrasi, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pidana penjara dalam
prakteknya menjadi kabur. Arus politik Pemerintah Kolonial Belanda yang masih
mengutamakan penindasan terhadap bangsa yang dijajah, membawa pengaruh
terhadap perlakuan narapidana yang disesuaikan dengan politik penjara dalam tatanan
Pemerintah Kolonial Belanda.

Upaya baru dalam pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap
narapidana pada masa Kolonial Belanda terhambat oleh sikap dari petugas hukum,
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peraturan yang berlaku secara kongkrit dikaburkan, sarana yang tidak mendukung
dan pengertian masyarakat mengenal pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.
Pemerintah Republik Indonesia sendiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 belum
banyak mempercleh kesempatan memperbaiki keadaan untuk pembaharuan
pelaksanaan pidana penjara, selain perubahan terhadap struktur organisasl
kepenjaraan dalam rangka perubahan pemerintahan dan kedudukan organisasi negara

Republik Indonesia yang merdeka.

Jawatan kepenjaraan telah berusaha meningkatkan realisasi pembaharuan

pidana penjara dan memantapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Reglemen
Penjara 1917 melalui Konferensi Dinas yang dipimpin oleh Mr. Rusbandi sclaku
Kepala Jawatan Kepenjaraan Pusat. Konferensi Dinas ini diselenggarakan pada
tanggal 12-15 November 1951 di Nusakambangan berhasil memantapkan sistem
kepenjaraan, yang antara lain mengenai seleksi serta perawatan sosial narapidana dan
peningkatan pendidikan pegawal.
Konferensi Dinas berikutnya yang dilakukan pada tanggal 21-25 Juli 1956 di
Sarangan menetapkan acara tentang upaya kepenjaraan yang bermaksud menekankan
bahwa pada prinsipnya pidana penjara berupaya mengembalikan seseorang menjadi
aggota masyarakat yang baik, sehingga perlu meningkatkan usaha-usaha kearah
pendidikan, pekerjaan narapidana, kegiatan rekreasi, urusan pidana bersyarat dan
proses pembebasan bersyarat harus ditingkatkan. (Poernomo, 1986 :139).

Hasil dari Konferensi Dinas vang diselenggarakan pada tahun 1951 dan tahun
1956 telah diperoleh konsep-konsep rumusan tentang kebijaksanaan kepenjaraan
yang sedapat mungkin untuk mewujudkan pinsip Standard Minimum Rules seperti
anjuran PBB dapat berlaku dalam norma-norma dasar kepenjaraan di Indonesia.

Standard Minimun Rules mengandung prinsip berdasarkan  asas
perikemanusiaan, sebagai dasar pembaharuan pelaksanaan pidana penjara serta
perlakuan terhadap narapidana tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh negara
dan bangsa yang telah merdeka dan berdaulat dibawah naungan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Prinsip-prinsip didalam rules tersebut mempunyai unsur-unsur yang

Universal Declaration of Human Rights 1948. Para pimpinan kepenjaraan tidaklah

mustahil apabila berusaha untuk bekerja keras supaya dapat merealisir prinsip-prinsip
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didalam pembaharuan kepenjaraan di Indonesia.

Sehubungan dengan peraturan lama yang tidak memadai untuk menopang
penyelenggaraan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang antara lain mengenal
upaya kebijakan berupa beberapa jenis kelonggaran pidana atau pengguhan pidana
maka dari itu masalahnya adalah sampai sejauh manakah pelaksanaan pidana penjara
dengan sistem pemasyarakatan telah diatur oleh perundang-undangan.

Hasil penemuan-penemuan dari penelitian tentang pelaksanaan pidana penjara
yang mengandung 3 dimensi teori pidana yang terpadu, yaitu :

a. Mengembangkan upaya baru bagi pelaksanaan pidana penjara.
b. Perlakuan cara baru terhadap narapidana itu.
¢. Diharapkan bermanfaat untuk merumuskan kebijakan pemerintah dalam mengatur

pemasyarakatan. (Peernomo, 1986 : 141)

Berbicara mengenai istilah “pemasyarakatan” tidak dapat dipisahkan dari
seorang ahli hukum yang bernama Sahardjo vang pada waktu itu menjabat sebagai
menteri kehakiman, sebab istilah pemasyarakatan dikemukakan oleh beliau dalam
pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 pada waktu penerimaan gelar Doktor Honoris
Causa dari Universitas Indonesia di Istana Merdeka. (Samosir, 1992 : 37).

Penggantian istilah pcnjara menjadi “pemasyarakatan” terkandung maksud baik yaitu
bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih
manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana tersebut.

Istilah pemasyarakatan sudah muncul pada tanggai 5 Juli 1963, namun
prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan itu sendiri kembali dibahas dan
dikembangkan setelah berlangsungnya Konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan
di Lembang Jawa Barat yang disclenggarakan pada tanggal 27 April 1964 maka dari
itu setiap tanggal tersebut diperingati sebagai hari Kemasyarakatan.
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Konferensi Lembang tersebut merumuskan prinsip-prinsip pokok yang

menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik, prinsip-prinsip tersebut

antara lain :

1.

[®)

(98]

10.

Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup
sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
Didalam menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan Pembinaan.
Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat
daripada sebelum ia masuk di dalam lembaga.
Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada
masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu
atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga ateu negara saja.
Pembinaan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia meskipun
telah tersesat.
Narapidana itu tidak hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
Sarana phisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan
pelaksanaan sistem pemasyarakatan. (BPHN, 1975 : 61).

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berpegang pada prinsip

resosialisasi, bukan pembalasan. Sistem Pemasyarakatan yang berorientasi pada

resosialisasi dalam menangani narapidana dapat dilihat dalam pasal 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan PemPembinaan Warga

Binaan Pemasyarakatan telah diatur perlakuan cara baru yaitu dengan melaksanakan

beberapa tahapan, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu,

tahap-tahap itu antara lain yaitu :
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a. Tahap Awal,

Tahap awal ini adalah:

1

Admisi dan orientasi,

Pada tahap ini merupakan masa pengamatan, pengenalan dan penelitian
lingkungan paling lama satu bulan.

Pembinaan kepribadian,

Hal ini meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran
berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan

dan pembinaan kesadaran hukum.

Narapidana pada umumnya dalam pengawasan maksimum (Maximum Security)

agar tidak terjadi salah langkah untuk mata rantai tahap berikutnya.

b. Tahap Lanjutan,

Tahap lanjutan ini terdiri atas dua bagian yaitu:

1

Narapidana yang masa pidananya kurang lebih antara 1/3 sampar 12,
pembinaan yang dilakukan antara lain pembinaan kepribadian lanjutan
merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal dan pembinaan
kemandirian meliputi ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri,
ketrampilan untuk mendukung industri kecil, ketrampilan yang
dikembangkan sesuai dengan bekalnya masing-masing dan ketrampilan untuk
mendukung usaha industri/ pertanian/ perkebunan dengan teknologi yang
madya atau tinggi.

Narapidana yang masa pidananya kurang lebih 1/2 sampai 2/3, narapidana
dapat berasimilasi dengan beberapa kegiatan antara lain melanjutkan sekolah
maupun kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olah raga, cuti

mengunjungi keluarga dan lain-lain.

Pengawasan dari tahap ini adalah medium (Medium Security).
c. Tahap Akhir,
Tahap ini digunakan untuk narapidana yang telah menjalani kurang lebih 2/3 dari

masa pidananya, pada tahap ini narapidana diberi kesempatan untuk berintegrasi
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misalnya mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
Pengawasan dari tahap akhir ini adalah minimum (Minimum Security).

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui
sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan darni  pembinaan
pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan
wali narapidana.

Menurut pasal 5 Undang Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan harus berdasarkan atas asas-asas sebagai
berikut :

a. Pengayoman

b. persamaan perlakuan dan pelayanan

c. pendidikan

d. pembinaan

e. penghormatan harkat dan martabat manusia

f  kehilangan kemerdekaan merupakan saiu-satunya penderitaan

g terjaminnya hak-hak untuk berhubungan dengan kelurga dan orang-orang
tertentu.

Pembinaan narapidana terdiri atas pembinaan didalam lembaga yang meliputi
pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi
(olahraga, kesenian dan kepramukaan), latihan kerja, sedangkan pembinaan diluar
lembaga antara lain adalah Pembinaan selama terpidana mendapat pidana bersyarat,
asimilasi dan integrasi.

Narapidana sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dalam
beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya
sebagai manusia. Pemidanaan itu pada hakekatnya mengasingkannya dari rasa
bersalah dan sebagai penjeraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi-
asasinya yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Menurut pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995  tentang

Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sccara tegas menyatakan, narapidana
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mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk mengunjungi atau
dikunjungi, remisi, cuti, assimilasi serta lepas bersyarat, melakukan ibadah sesuai
dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan peiayanan kesehatan,

mendapatkan upah atas pekerjaannya dan memperolch bebas bersyarat.

2.3.2 Penerapan Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Madiun
Penulis mengupas mengenai masalah sistem pembinaan narapidana maka penulis
merealisasikan sistem pembinaan yang tersebut diatas pada sistem pembinaan yang
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Sejumlah narapidana penghuni
Lembaga Pemasyarakatan Madiun dari berbagai kejahatan yang terbanyak adalah
narapidana narkoba dan didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai
dari Lembaga Pemasyaraktan Madiun, antara lain tempat ibadah (mushola dan
gereja), lapangan olahraga, ruang untuk kesenian, tempat khusus' untuk belajar
mengajar, kebun dan bengkel maka dalam pelaksanaan pembinaan terhadap para
narapidana tidak begitu mengalami kesulitan.

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun berupa pembinaan
dan kegiatan-kegiatan lainnya. Wujud dari pembinaan dan kegiatan-kegiatan 1tu akan
disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan para narapidana
yang kesemuanya itu tergantung pula pada keadaan, tempat, lingkungan dan fasilitas
lainnya.

Menurut penjelasan dari Bapak Agus Rijanto selaku Koordinator Pembinaan
Lembaga Pemasyarakatan Madiun pada tanggal 18 Juni 2002 bahwa pembinaan yang
diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun terhadap para narapidana
meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan Mental
Pembinaan mental ini sasarannya adalah pada pendidikan agama, kepribadian dan
budi pekerti serta pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap

mental yang baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu. Mengenai
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pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Madiun baru-baru ini
melaksanakan pesantren kilat At Taubah selama 3 bulan dan setelah selesai akan
mendapatkan sertifikat. Jumlah narapidana yang mengikuti pesarten kilat ini
adalah 63 orang, yang diadakan secara bergilir. Pesantren kilat ini dilaksanakan di
ruang aula mulai jam 08.C0 — 10.00 yang meliputi dua mata pelajaran yaitu
pendidikan Agama dan pengetahuan umum tentang Agama. Kegiatan ini bekerja
sama dengan Departeman Agama Kota Madya dan Kabupaten, Pondok Pesantren
Temboro dan lembaga Swasta LKP Il TKA/TPA dibantu cleh staf-staf pengajar
dari bagian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.
Lembaga menyediakan Gereja sebagai tempat ibadah bagi penghuni Lembaga
Pemasyarakatan Madiun yang beragama Nasrani, sedangkan pelaksanaannya
dilaksanakan setiap hari selasa, rabu dan sabtu dari jam 08.00 - selesai,
sedangkan untuk hari minggu ibadah dilaksanakan mulai jam 10.00 - 12.00.
Kegiatan ini bekerja sama dengan :

a. Dewan Gereja Jawa Timur, yang datang satu bulan sekali.

b. Keluarga Gereja Madiun.

Pembinaan Sosial

Pembinaan Sosial ini diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan
pentingnya arti hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan
kesempatan untuk assimilasi dan integrasi dengan masyarakat diluar untuk
mendukung dalam proses integrasi, Lembaga Pemasyarakatan Madiun
memberikan keleluasaan kepada narapidana untuk dikunjungi kerabatnya dengan
jam kunjungan mulai pukul 08.30 sampai pukul 15.00 setiap hari Selasa, Kamis,
Sabtu dan Minggu bagi narapidana, sedangkan untuk tahanan dengan izin dari
instansi yang menahannya jam kunjungannya mulai pukul 08.30 sampai pukul
15.00 setiap hari Senin dan Rabu dan untuk hari jum’at dari pukul 08.30 sampai
dengan pukul 11.00 Pembinaan sosial diberikan pada narapidana yang telah

menjalani masa orientasi atau observasi. Pembinaan ini bukan hanya diberikan
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oleh petugas pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun tetapi oleh

seluruh petugas dari lembaga tersebut.

Pembinaan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Pembinaan ini dimaksudkan untuk memberikan kursus, latihan kecakapan tertentu

sesuai dengan bakatnya, yang naniinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah

dikemudian hari. Lembaga Pemasyarakatan Madiun mengadakan berbagai

kegiatan yang dapat diikuti oleh para narapidana, antara lain:

a. Berkebun
Narapidana dapat bercocok tanam dengan tanah yang dimiliki oleh Lembaga
Pemasyarakatan Madiun dengan luas 4 Ha 400 m, sekarang tanah tersebut
telah ditanami jagung hibrida bisi II, yang dikerjakan oleh 23 narapidana
setiap hari mulai jam 08.00 — 13.30 dan hasilnya digunakan untuk
pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

b. Pertukangan Kayu
Kegiatan ini diikuti oleh 54 narapidana , dilaksanakan setiap hari mulai jam
08.00 - 13.30. Hasil dari kegiatan ini berupa meubel (kursi sudut, kursi ligna,
almari dll). Pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai dari Lembaga
Pemasyarakatan Madiun sendiri dan para pengunjung.

¢. Kerajinan Tangan
Kegiatan ini diikuti oleh 16 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam
08.00 — 13.30. Hasil dari kegiatan ini berupa keset, sapu, sepatu dan souvenir
(miniatur sepeda motor, asbak, tempat rokok, tempat perhiasan, tempat
tissue). Untuk pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai Lembaga
Pemasyarakata Madiun sendiri dan para pengunjung.

d. Menjahit
Kegiatan ini diikuti oleh 3 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam
08.00 — 13.30. Hasil dari kegiatan ini berupa baju dan jok. Untuk
pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Madiun sendiri dan para pengunjung.
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Kesegaran Jasmani

Kegiatan ini diadakan setiap hari Senin — Kamis dari jam 07.30 - 08.30,
ditkuti secara bergilir oleh 150 narapidana.

Volly

Kegiaten ini diadakan setiap hari Senin atau Jum’at diadakan mulai jam
07.30 — 08.30.

Bulutangkis

Kegiatan ini diadakan setiap hari Minggu mulai jam 07.30 — 08.30.

Tenis Meja

Kegiatan ini diadakan setiap hari Sabtu jam 07.30 — 08.30.

Catur

Kegiatan ini diadakan sewaktu-waktu.

. 6 Pembinaan Penyuluhan

Lembaga Pemasyarakatan Madiun mengadakan keritraan dengan akademisi se-

Kota Madya Madiun dan instansi terkait. Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan

Pembinaan dan PemPembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, mitra kerja sama

adalah instansi pemerintah lain yang terkait dengan badan-badan kemasyarakatan,

dan/ atau perorangan yang mengadakan kerjasama dengan LAPAS dan BAPAS

dalam rangka kegiatan pembinaan atau Pembinaan terhadap warga binaan

pemasyarakatan. Mitra kerjasama tersebut antara lain:

a.

Universitas Merdeka Madiun

Pihak Universitas menunjuk Fakultas Hukum untuk memberikan Pembinaan
penyuluhan masalah hukum, yang diberikan langsung oleh Dekan Fakultas
Hukum Universitas Merdeka Madiun.

Universitas Widya Mandala Madiun

Pihak Universitas menunjuk Fakultas Psikologi untuk memberikan

Pembinaan penyuluhan masalah kejiwaan, ynag diberikan langsung olch
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4. Pembinaan untuk memelihara rasa aman dan damai
Pembinaan ini diberikan supaya narapidana dapat hidup dengan teratur dan belajar
menaati peraturan. Lembaga Pemasyarakatan Madiun membuat beberapa
peraturan, antara lain : narapidana harus ikut pembinaan, aturan untuk masuk
dalam sel, narapidana tidak diperbolehkan membuat onar, dan lain-lain.
Peraturan-peraturan itu diharapkan narapidana kelak setelah keluar dari Lembaga
Pemasyarakatan Madiun dapat terus menaati peraturan hukum yang telah dibuat
oleh pemerintah, tidak dilanggar seperti yang telah ia lakukan sehingga 1a masuk
lembaga pemasyarakatan. Selain peraturan-peraturan Lembaga Pemasyarakatan
Madiun juga mengenakan sangsi apabila narapidana tersebut melanggar
peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga. Pembinaan ini tidak lepas
dari seluruh petugas dari seluruh lembaga pemasyarakatan dari kepala lembaga
kemasyarakatan sampai dengan narapidana itu senditi.

5. Pembinaan lain yang menyangkut, seni budaya dan sedapat-dapatnya
diperkenalkan pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan
masyarakat kecil yang selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluar.
Pembinaan itu antara lain :

a. Kerawitan Jawa
Kerawitan Jawa diadakan setiap hari Kamis dan Jum’at mulai jam 08.00 —
selesai, diikuti oleh 12 narapidana. Pembinanya berasal dari petugas
pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun dan dibantu oleh narapidana
yang telah mahir.

b. Kepramukaan
Kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu jam 08.00 — selesai melalut Gugus
Depan 03185 yang diikuti oleh 23 narapidana pada tingkat Penegak.
Pembinanya berasal dari staf pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

c. Olah Raga
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Dekan Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala Madiun. Pembinaan
ini datang sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

Universitas Islam Indonesia Madiun

Pembinaan mengenai masalah keagamaan terutama agama Islam.

. STISIP Muhammadiyah Madiun

Pembinaan mengenai masalah sosial kemasyarakatan.

STIKIP Widya Yuwana Madiun

Pembinaan mengenai masalah keagamaan terutama agama Katolik.
RSUD Dr Soedono Madiun

Penyuluhan kesehatan diadakan setiap triwulan.

. Puskesmas Patihan Kota

Pihak Puskesmas datang setiap satu bulan sekali yang terdin dari :

1 Dokter Umum
2 Dokter Gigi

3 Bidan

4

Mantri
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3.1 Faktor-faktor Pendukung Dari Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di
Lembaga Pcmasyarzakatan Madiun
Menurut hasil interview dengan Bapak Agus Rijanto, selaku Koodinator
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun menjelaskan bahwa pembinaan
narapidana dengan cara membimbingnya pada dasarnya sama dengan pendidikan
seperti pendidikan formal. Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan
warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan Pembinaan atau latthan bagi
peranannya di masa yang akan datang. Pembinaan narapidana ini berhasil secara baik
jika proses belajar mengajarnya didukung 5 faktor, yaitu :
a. Faktor Anak Didik
Anak didik yang dimaksud ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang bisa
didik. Lembaga Pemasyarakatan Madiun bertugas membina para narapidana
secara teratur dan berencana selain itu juga harus diperhatikan latar belakang dari
narapidana tersebut, misalnya masalah tingkat pendidikannya dan usia supaya
tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Lembaga Pemasyarakatan Madiun
didalam memberikan pembinaan tidak memandang latar belakangnya tetapi
pembinaan tersebut diberikan untuk semua narapidana.
b. Faktor Tujuan Pendidikan
Arah dari pendidikan yang diharapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun
adalah
| Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan
menaati peraturan hukum yang ada di masyarakat.
2 Mengacupada Undang Undang No.12 Tahun 1995 pasal 3 yang menjelaskan
bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan

25
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Pemasyarakatan agar dapat berintcgrasi secara sehat dengan masyarakat,
sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab.
c. Faktor Alat-Alat Pendidikan (Sarana dan Prasarana)
Alat-alat pendidikan meliputi buku, alat-alat tulis (pensil, bulpoin, penghapus,
penggaris), papan tulis, kapur, meja, kursi, dan semuanya itu disediakan oleh
lembaga untuk menunjang kelancaran dalam proses belajar mengajar. Lembaga
Pemasyarakatan Madiun sudah cukup memadai untuk kebutuhan pendidikan
tersebut. Sarana fisik berupa gedung dan bangunan lain harus memenuhi syarat
sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena ini
merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan dari sistem
pemasyarakatan. LLembaga Pemasyarakatan Madiun mempunyai berbagai fasilitas
yang mendukung dari pelaksanaan pembinaan tersebut, antara lain :
1 Ruang Pendidikan
Ruang ini tidak begitu luas, luasnya hanya 156 m2. Digunakan untuk tempat
belajar mengajar para narapidana dan ruang untuk karawitan.
2 Ruang Aula
Ruang ini biasanya digunakan untuk pertemuan-pertemuan atau kalau ada
acara-acara tertentu seperti sekarang ini ruang im digunakan untuk Pesantren
Kilat selama 3 bulan mulai bulan Juni sampai dengan Agustus.
3 Mushola
Mushola ini diperuntukkan untuk tempat ibadah bagi penghuni lembaga yang
beragama Islam. Mushoia ini mempunyai iuas 175,13 m2.
4 Gereja
Gereja sebagai tempat beribadah yang diperuntukkan bagai penghuni
Lembaga Pemasyarakatar Madiun yang beragama Katolik dan Kristen. Luas
dari gereja in1 adalah 88 m2.
5 Ruang Bengkel Kerja
Tempat ini berfungsi untuk memberikan keterampilan kapada narapidana
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yang mempunyai bakat dan kemauan dalam bidang pertukangan, kerajinan

tangan dan berkebun untuk bekal kelak ia hidup di masyarakat. Ruangan ini

terbagi atas 4 ruangan yaitu ruang pembuatan keset, ruang bengkel best,

ruang pertukangan kayu (mesin-mesin), ruang pertukangan kayu.

6 Lapangan

Sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam olahraga.

7 Tersedianya berbagai macam alat-alat, yaitu :

mesin-mesin pemotong kayu

mesin-mesin penghalus kayu

perkakas bengkel kerja

perkakas bengkel sepatu

perkakas alat penjahitan

perkakas bengkel listrik

alat servis radio

stationeri generation set

kompresor angin atau air

mesin jahit

alat-alat olahraga, antara lain bola voli, net voli, raket untuk bulutangkis,
net untuk bulu tangkis, bet pingpong, kaset kesegaran jasmani dan papan
catur.

alat-alat berkebun, seperti cangkul, ember, dan lain-lain.

8 Ruang Perpustakaan

Untuk menambah wawasan dari pengetahuan narapidana. Perpustakaan Lembaga

Pemasyarakatan Madiun berisi buku-buku yang kebanyakan membahas mengenai

pengetahuan umum dan pengetahuan tentang agama baik itu agama Islam ataupun
agama Nasrani. Perpustakaan ini buka jam 08.00 — 14.00. Buku-buku itu bolch

dipinjam untuk dibaca didalam sel. Untuk peminatnya per hari bisa mencapai 20

orang.
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9 Ruang Pemeriksaan
Ruangan ini terbagi lagi atas 2 ruangan yaitu ruang periksa dan ruang konsultasi
bagi narapidana yang ingin berkonsultasi mengenai masalahnya.
10 Ruang Pengobatan
Ruangan ini juga terbagi atas 2 ruang yaitu ruang untuk Kepala Pembinaan,
Pemasyarakatan dan Perawatan dan untuk ruang dokter.
11 Ruang Kunjungan
Ruang ini ditujukan kepada para narapidana yang mendapatkan kunjungan dari
kerabatnya. Luas dari ruangan ini adalah 35,89 m2, yang terdiri dari meja tulis,
kursi tamu, kursi kayu, meja kayu panjang, bangku kayu panjang dan bangku
kayu panjang.
d. Faktor Milleu (Lingkungan).
Lingkungan ini adalah terciptanya suatu suasana yang nyaman dan aman bagi
narapidana, supaya dalam pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun
berjalan dengan baik. Lingkungan ini sangat berpengaruh sckali pada din
narapidana. Salah satu blok mendapatkan pendidikan agama yang baik
sedangkan biok yang lain masih belum mendapatkan pendidikan secara tidak
langsung akan mempengaruhi blok lain yaﬁg telah mendapat pendidikan dengan
baik. Faktor lingkungan ini ikut menentukan sekali pada diri narapidana dalam
melaksanakan pembinaan agar apa yang telah menjadi tujuan dapat terlaksana
dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan Madiun ini terbagi atas beberapa blok,
antara lain blok A terdiri dari 4 sel, blok B1 terdiri dari 1 se!, blok B2 terdiri dari
1 sel, blok C1 terdiri dari 1 sel, blok C2 terdiri dari 1 sel, blok D1 terdiri dari 1
sel, blok D2 terdiri dari 1 sel, blok D3 terdiri dari 1 sel, blok D4 terdiri dari dari 4
sel (khusus untuk blok ini digunakan untuk anak-anak), blok E terdiri dari 12 sel,
blok F selatan terdiri dari 5 sel, blok F utara terdiri dari S sel, blok G terdiri dari
10 sel, blok H terdiri dari 6 sel (digunakan untuk tahanan), blok I terdri dan 2 sel,
blok Y terdiri dari 5 sel, blok Asingan utara terdiri dari 9 sel (digunakan untuk
narapidana yang melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga), blok
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Asingan selatan terdiri dari 9 sel. Adanya blok-blok tersebut diharapkan
perselisihan antar narapidana dapat dicegah dan tidak saling mempengaruhi hal-
hal yang bersifat negatif.

Faktor-faktor pendukung yang telah terpenuhi akan mewujudkan apa yang
telah dicita-citakan dari sistem pemasyarakatan ini seperti yang disebutkan dalam
pasal 2 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan
bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat; dapat berperan aktif dalam pembangunan dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3.2. Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Melaksanakan Pembinaan
Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun

Keberhasilan pembinaan narapidana serta keefektifitasan pembinaan terhadap
diri narapidana dapat diketahui dengan terlebih dahulu mengetahui kendala-kendala
atau hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.
Kendala-kendala yang telah diketahui itu kemudian dapat diatasi bagaimana
menyelesaikan kendala itu atau meminimkan kendala itu supaya tidak begitu
menghambat dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Madiun.

Hasil interview dengan Bapak Agus Rijanto selaku Koordinator Pembinaan
pada tanggal 13 Juni 2002 menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah :

1 Latar Belakang Narapidana
Latar belakang narapidana ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Tingkat Pendidikan
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun pada umumnya terdirt dan

berbagai tamatan sekolah, misalnya tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMU
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dan mungkin pula mercka belum tamat dari sekolahnya. Hal im1 sangat
menghambat dalan: proses pelaksanaan pembinaan narapidana karena
mungkin daya berpikir mereka yang berbeda-beda. Lembaga sendiri dalam
~memberikan pembinaan sifatnya secara menyeluruh untuk semua narapidana
tanpa memandang tingkat pendidikannya.
b. Kehicdupan Sosialnya
Untuk menelusi kehidupan sosialnya tidak dapat dilakukan oleh petugas-
petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun dikarenakan keterbatasan
petugas, waktu dan anggaran, disamping penghuni dari lembaga begitu
banyak.
¢. Usia Narapidana
Narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun beragam
usianya dari yang muda, setengah baya sampai yang tua. Perbedaan usia itu
membedakan pola pemikiran dari mereka. Pelaksanaan pembinaan tidak
dispesifikkan untuk umnur tertentu, pembinaan dilaksanakan untuk segala
urnur.
Latar belakang narapidana tidak dapat diketahui secara mendetail atau terperinci
dikarenakan dengan terbatasnya petugas dari Lembaga Pernasyarakatan Madiun
untvrk menangani hal tersebut.
Tenaga Pendidik
Keberhasilan lembaga untuk mengentaskan dan mengembalikan narapidana
menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum terhadap hukum,
tergantung pada petugas-petugas pemasyarakatan yang diserahi tugas untuk
menjalankan sistem pemasyarakatan dengan pembinaan ini. Petugas-petugas ini
scbagai pendidik bagi narapidana berlatar bélaka.ng pendidikan yang berbeda-
beda, tidak khusus dari lulusan sarjana pendidikan. Sekarang ini tenaga pendidik
dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun dari berbagai lulusan, antara lain sarjana
hukurn, sarjana ekounomi, sarjana fisip, dimungkinkan juga dari lulusan SMU,

SMEA atau SPG dan jumlahnya kurang memadai untuk menangani 500 orang,
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hanya terdm dari 5 petugas dari bagian Pembinaan, pemasvaralmtan dan
perawatan program pembinaan. Mengapa diharapkan harus dar lulusan sarjana
pendidikan? Karcna lulusan dari sanjana pendidikan mempunyai imetode-metode
tersendiri dalam proses belajar mengajar, jadi sangat membantu sckall dalam
proses pembinaan.

Masyarakat

Bantuan dari masyarakat vang paling utama adalah sikap yang positif untuk
menerima kembali mereka yang baru lepas dari lembaga untuk menjadi anggota
masyarakat dan memberikan saluran dalam menempuh hidup yang baru setelah
sekian lama terlepas dari ikatan hidup bermasyarakat, namun pada kenyataannya
sering kali terjadi bahwa disatu pihak pemerintah melalui lembaga
pemasvarakatan, beruszha membina akan tetapi dilain pthak masyarakat tidak
mau menerima narapidana dan ada juga masyarakat yang curiga atau enggan
terhadap narapidana setelah narapidana tersebut selesai menjalani  masa
nidananya. Kesclitan vang ditemui narapidana setelah keluar dari lembaga
pemasyarakatan adalah sulitnya untuk mencari pekerjaan. Narapidana seringkali
diangggap sctagal penyakit menular yang harus dibasmi. Surat keterangan
kelakuan baik yang diperlukan narapidana untuk melamar pekerjaan seringkali
tidak dapat diperoleh dari pihak yang berwenang. Usaha membantu narapidana
mutlak harus dilakukan, agar iercipta integrasi yang schat dan dinamis antara
bekas narapidana dengan masyarakat. Masyarakat diperlukan keterlibatannya
dalam usaha mengembalikan narapidana ke jalan  yang benar, sebab
bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang terpisahkan
dari masyarakat tersendiri. Tanggung jawab masvarakat untuk membantu
pemerintah dalam pembinaan dengan tetap memperhatikan pelbagai faktor yang
ada kaitannya dengan narapidana tersebut. Sejauh mana tanggung jawab

masyarakat terhadap nara pidana.
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R.A Koesnoen (dalam Samosir, 1992 : 75) menulis sebagai berikut, masyarakat
harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan
membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat
dengan tabah, aman, tentram dan tenang. Usaha politik kriminal harus
diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan
gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju kearah satu tujuan, mulai dari
usaha kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepenjaraan dan akhimnya oleh
masyarakat sendiri.
Kurangnya Tenaga Ahl
Lembaga Pemasyarakatan Madiun sangat kurang sekali tenaga-tenaga ahli untuk
menagani persoalan-persoalan yang memerlukan keahlian khusus, seperti hal-hal
berikut :
a. Psikiater atau Psikolog
Tenaga ini dibutuhkan untuk mengetahu kejiwaan dari narapidan itu sendin
supava diketahui latar belakang mengapa ia sampai berbuat hal semacam itu.
b. Dokter
Lembaga Pemasyarakatan Madiun ini tidak mempunyai dokter yang ahli
dalam bidangnya, lembaga ini hanya mempunyai 2 orang mantri. Kita tahu
bahwa Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah sebagai lembaga untuk
narapidana narkoba, untuk itu diperlukan seorang dokter ahl untuk
menangani apabila narapidana ada yang sakauw akibat ketagihan dari obat-
obat terlarang.
c. Ahli-ahli lainnya yang mendukung proses pelaksanaan pembinaan
Kurangnya Dana (Anggaran)
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentu saja memerlukan biaya, dan unfuk dana
itu Lembaga Pemasyarakatan Madiun sedikit mengalami kesulitan karena
anggaran atau dana tersebut berasal dari pusat dan bukan khusus untuk dana
pernbinaan narapidana, dana tersebut digunakan untuk keperluan menyeluruh dari
lembaga pemasyarakatan, dengan begitu dana vang masuk sedikit berkurang,

sedangkan pembinaan harus terus berlangsung.
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Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam mengatasi kendala-kendala tersebut '
melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait sebagai relawan dalam pelaksanaan
pembinaan, yaitu :
| Universitas Merdeka Madiun untuk masaiah hukum

2 Universitas Widya Mandala Madiun menangani masalah kejiwaan

(V8]

Universitas Islam Indonesia Madiun menangani masalah keagamaan Islam
STISIP Muhammadivah Madiun menangani masalah sosial kemasyarakatan
STIKIP Widya Yuwana menangani masalah keagamaan Nasrani

RSUD Dr. Soedono untuk masalah kesehatan

g O o B

Puskesmas Patihan Kota untuk masalah kesehatan juga.

Lembaga Pemasyarakatan Madiun menangani masalah keuangannya (dana atau
anggaran) dari hasil penjualan hasil kerja para narapidana, misalnya :

1 penjualan kursi

2 hasil penjualan almari

3 hasi penjualan kerajinan tangan

4 hasil penjualan hasil kebun.

3.3. Kajian

Penulis mengkaji berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan keefektivitasan pembinaan. Istilah "efek” mempunyai arti daya
kerja, akibat, sedangkan “efektivitas” adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan suatu hasil yang maksimal seperti apa yang dicita-citakan atau supaya
tujuan dapat tercapai. (Hamzah, 1976:134). Sistem pembinaan yang digunakan di
Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah dengan sistem pemasyarakatan dan yang
dibina adalah narapidana penghuni dari lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung
tercapainya apa yang telah menjadi tujuan dan cita-cita akan menjadi kenyataan.
Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah pembinaan mentai

kerohanian, pembinaan sosial untuk kemasyarakatan, pembinaan kerja dan
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pembinaan penyuluhan . Kegiatan rekreasi yang dilakukan adalah kerawiian,
olahraga dan menonton televisi. Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam pembinaan
narapidana mengadakan kerjasama dengan instansi terkait serta untuk lebih
meminimkan kendala-kendala yang menghambat dalam proses pembinaan tersebut.
Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam memacu kemauan narapidana,
memberikan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi
keluarga. Penjelasan ini menurut hasil interview dengan Bapak Winarsangka selaku

Kepala Sub Sie Pembinaan Pemasyarakatan dan Perawatan pada tanggal 18 Jumi

2002 yang menjelaskan bahwa untuk cuti menjelang bebas dan pembebasan

bersyarat ini berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia tanggal 2 Februari 1999 No. M 01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang

Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Menurut pasal 1

angka 9 P.P. Nomor 31 Tahun 1999, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana

dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana
dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakai. Syarat-syarat untuk
mendapatkan cuti menjelang bebas dan pembebasan secara bersyarat adalah :

| Surat keterangan tidak ada perkara lain dari Kejaksaan.

2 Penelitian kemasyarakatan (Litmas dari Bapas).

3 Surat keterangan berkelakuan baik sclama menjalani pidana (tidaktercantum
dalam register daftar F yaitu suatu daftar yang mencatat narapidana yang
melakukan pelanggaran).

4 Jaminan keluarga diketahui oleh pamong desa.

5 Surat pernyataan kesanggupan menerima dari keluarga diketahui oleh ke]urahan..

6 Untuk pembebasan bersyarat telah menjalani 2/3 masa pidana (minimal 9 bulan).

Untuk cuti menjelang bebas telah menjalani 2/3 dari masa tahanan.

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan atas Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1991 No. M 03.PK.04.02
Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga, dengan ketentuan adalah :
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Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan atas Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1991 No. M 03.PK.04.02
Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga, dengan ketentuan adalah :
| Telah menjalani setengah masa pidana dengan pidana minimal 3 tahun, akan

mendapatkan kesempatan sebanyak 2 kali 24 jam.

2

Pidana 3 — 5 tahun akan mendapatkan kesempatan sebanyak 3 kali dalam

setahun.

(S

Pidana selama 5 tahun keatas akan mendapatkan kesempatan sebanyak 4 kali
dalam setahun.

Pembinaan terhadap narapidana yang telah terlaksana dengan baik, langkah
dari lembaga adalah melihat kelakuan dari anak didiknya. Kelakuan narapidana
dipantau oleh Balai Pemasyarakatan, bersama lembaga kemudian membentuk suatu
tim vaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP yang telah melakukan pengamatan
akan mengusulkan siapa-siapa yang akan mendapatkan remisi, usul tersebut tidak
langsung disetujui harus melalui proses yaitu sidang antara TPP dengan Badan
pembinaan dari lembaga pemasyarakatan apakah benar-benar berkelakuan baik,
menunjukkan suatu prestasi dan berbakti pada negara, berbuat jasa kepada negara,
melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS maka dan itu ia berhak
mendapatkan remisi, selain itu narapidana tersebut harus terlebih dahulu menjalani
pidana minimal selama 6 bulan.

Pengukuran keberhasilan sistem pemasyarakatan bukanlah hal yang
mudah dilakukan, berhasil tidaknya atau efektif tidaknya suatu sistem
pemasyarakatan itu diawali dari tinggi atau rendahnya angka remisi yang dicapai
dalam pembinaan narapidana. Menurut P.P. Nomor 32 tahun 1999, remisi adalah
pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kcpada narapidana dan anak
pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama
untuk dapat diterima bertepatan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap

tanggal 17 Agustus. Remisi ada 2 yaitu Remisi Umum I dan Remisi Umum 11, remisi
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umum | adalah pengurangan masa pidana untuk sebagian dari masa pidananya
sedangkan untuk remisi umum I adalah pengurangan pidana untuk keseluruhan dan
masa pidananya.

Angka-angka remisi merupakan salah satu data kuantitatif yang
melengkapi analisa karena dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan dari
sistem pemasyarakatan pada suatu tahap tertentu. Semakin tinggi angka prosentase
remisi. berarti berkembangnya dari pembinaan dengan sistem pemasyarakatan makin
membaik, sekalipun angka-angka itu turun naik setiap tahun. Hal ini juga dibuktikan
oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun dengan tingginya angka remisi dari tahun
2000 — 2001 dan juga didukung angka yang mendapatkan cuti menjelang bebas,
pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga pada tahun 2001 — Juni 2002.
Data ini diambil dari bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Madiun, dengan

data sebagai berikut :

JUMLAH NARAPIDANA
TH 2000 TH 2001 TH 2001 § S.D. JUNI
TH 2002
Remist Umum [ 243 291 - -
Remist Umum II 45 128 - -
Cuti Menjelang Bebas - - 42 13
Pembebasan Bersyarat - - 43 21
Cuti Mengunjungi - - 17 0
keluarga
Jumlah 288 419 102 34

(Sumber data : Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Madiun)
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Lembaga Pemasyarakatan Madiun tidak begitu banyak terddpat residivis jumlahnya
hanya 4 orang (apabila diprosentase hanya 0,8%). Hal ini menunjukkan bahwa
dengan sedikitnya jumlah residivis pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik.
Keadaan dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun sendiri adalah terkendali
maksudnya adaiah didelam lembaga tersebut tidak pernah terjadi pergolakan,
pertikaian atau narapidana yang melarikan diri serta narapidana yang mengalami
despresi tidak ada. Data-data di atas dapat dilihat atau diukur bahwa selama ini
pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun
mengalami peningkatan dengan kata lain pembinaan yang selama ini dilaksanakan
oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun efektif terhadap diri dari narapidana. Petugas
dari lembaga tidak banyak tetapi hasil yang diperoleh sudah sangat optimal untuk
jumlah narapidana yang banyak sekitar 500 orang.

Narapidana vang mengalami resosialisasi atau proses integrasi ke dalam
kehidupan bermasyarakat kurang tepat jika dijadikan ukuran efektivitas pembinaan
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Hal ini dikarenakan dalam proses
resosialisasi tersebut melibatkan pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan Madiun
vaitu pihak keluarga dan perangkat desa atau kelurahan asal narapidana. Lembaga
Pemasyarakatan Madiun telah berhasil unutk melepaskan scorang narapidana untuk
resosialisasi, misalnya cuti mengunjungi keluarga, namun pihak keluarga tidak bisa
menyanggupi untuk menerime atau pihak perangkat desa tidak bisa menjamin maka
hal tersebut tidak bisa dilakukan. Narapidana yang mendapat proses resosialisasi bisa
menjadi tambahan informasi mengenai keberhasilan sistem pembinaan narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

Jumlah narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan
Madiun pada periode Januari hingga Juni 2002 sebanyak 222 orang merupakan
angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah narapidana penghuni
Lembaga pemasyarakdtan Madiun sebesar 338 orang per Juni 2002. Fakta in1
dihubungkan dengan analisa tingkat efektivitas sistem pembinaan narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Madiun maka hal ini menunjukkan efektifnya sistem
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pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan Madiun. Tingkat keberhasilan 1n1 sangat
tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta
prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Untuk jumlah sumber daya
manusia keseluruhan sebesar 83 orang, jika dibandingkan dengan jumlah narapidana
ditambah dengan tahanan merupakan jumlah yang kurang memadai. Hal itu bukan
menjadi hambatan yang berarti dengan kualitas sumber daya yang ada. Keberadaan
sarana dan prasarana vang cukup memadai turut membantu kinerja sumber daya

manusia tersebut.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil dar pembahasan yang

terdapat pada bab sebelumnya, sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mendukung dalam keefektifan dari sistem pembinaan

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun antara lain :

a. Faktor Anak Didik

Anak didik ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang bisa dididik. Yang
dididik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah narapidana dan
tahanan (tidak diwajibkan).. Untuk Jumlah keseluruhan dari  penguni
Lembaga Pemasyarakatan Madiun yaitu 500 orang,

. Faktor Tujuan Pendidikan

Tujuan yang utama dari Lembaga Pemasyarakatn Madiun adalah
mengembalikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat dan dapat
berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta
agamanya.

Faktor Alat-alat Pendidikan (Sarana dan Prasarana)

Meliputi alat-alat yang menunjang dalam proses belajar mengajar, misalnva
buku, alat-alat tulis, meja, kursi, papan tulis, kapur. Untuk sarana prasarana
lainnya, antara lain gedung, ruang-ruang dan lapangan.  Lembaga
Pemasyarkatan Madiun didalam pemenuhan kebutuhan narapidana sudah
cukup memadai untuk sarana pembinaan

Faktor Milleu (Lingkungan)

Menciptakan suasana yang senyaman mungkin untuk memperlancar dalam

proses belajar mengajar supaya pembinaan dapat terlaksana dengan baik.

39
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Oleh karena itu di Lembaga Pemasyarakatan Madiun terbagi atas blok-blok
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
) Kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan pembinaan terhadap
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah :
a. Latar Belakang Narapidana, meliputi :
~ Tingkat pendidikan
— Kehidupan sosial
— Usia narapidana
b. Kurangnya Tenaga Pendidik
Tenaga pendidik dari bagian Pembinaan, pemasyarakatan dan perawatan
program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun hanya 5 orang.
c. Masyarakat
Sikap masyarakat yang masih menaruh rasa curiga dan enggan untuk bergaul
dengan bekas narapidana.
d. Kurangnya Tenaga Ahli (misalnya dokter, psikolog, instruktur — instruktur
balai latihan kerja dan tenaga ahli lainnya).

e. Kurangnya Anggaran atau Dana

4.2 Saran

Tentang petugas, menurut pengamatan penulis kualitas petugas sebagai pembina atau
pembimbing dirasa kurang memadai apalagi penghuni lembaga pemasyarakatan
terdiri dari latar belakang, watak, lingkungan, pembawaan yang beragam tentunya
memerlukan cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini diperlukan adanya petugas yang
ahli dari berbagai disiplin ilmu.
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PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDGNESIA .
NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBINAAN CAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, periu ditetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Pemtinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat t 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tantang
Hukum Acari Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 77;Tambahan Lembaran Negara Nomor
3614);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Megara Tahur 1997
Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3668)

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang

Menetapkan

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasz| 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1, Pembinaan adalah kegiatan utuk meningkatkan kualitas ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak
Didik Pemasyaraktan,

2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatian
kualitas ketagwazn terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inteiektual,
sikap dan perilaky, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien
Pemasyarakatan.

3. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah
kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan
Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

4. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakat-
an di LAPAS,

5. Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas perasyarakatan yang
melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyara-
katan di LAPAS.

6.  Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang
melaksanakan pembimbingan Klian di BAPAS.

7. Pendiuikan adalah usaha menyiapkan Narepidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.

8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan
dan penghidupan Narapicana dan Anak Didik Pemasyarakatan
dengin masyarakat.

9.  Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan  membaurkan
Narepidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan

10. Menteri adalah Menteri yang fingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang pemasyarakatan.

Pacal 2

(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi keglatan pembinaan
dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

(2) Program pembinaan d peruntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.
(3) Program pembimbirigas diperuntukkan bagi Kiien.

Pasal 3
Pembinaan dan pembimtingan kepribadian dan kemandirizn sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaiten dengan :
ketaqwaan kepada Tuhan Yeng Maha Esa;
kesadaran berbang:a dan bernegara;
intelektual;
sikap dan perilaku;
kesehatan jasmani dar rohani;
kesadaran hukum;
reintegrasi sehat dengan masyarakat;
ketrampilan kerja; van
latihan kerja dan produksi.

“semepanow

Pasal 4

Pelaksanaan pembinazn dan pembimbingan Warga B naan Pemasya-

rakatan dilakukan cleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas :

3. Pembina Pemausyarakatan;

b.  Pengaman Pemasyarakatan;

¢.  Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1), Kepala LAPAY menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang
bertugas sebagai Wall Narapidana dan Anak Didik Periasyarakatan.

(3) Ketentuan tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.

—_
—

Pasal 5
Dzlam rangka penyelenggaraan pembinaan dan Zembirnbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama rengan
instansi Pemerintah terkait, badan-bacan kemasyarakatan lainnya, atau
perorangan yang kegiatannya sesual dengan penyelenggaraan sistem
pemasyarakatan,

BAB I
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Narapidana

Pasal 6

(1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.

(2) Dalam melaksanaken pembinaan sebagaimara dimaksud dalam ayat
(1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksansan,
dan pengendalian aas kegiatan program pembinaan.

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dzlam ayat (2)
diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara
sehat dengan masyarakat,

Pasal 7
{1} Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembi-
naan.
(2} Tehap pembiriaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdin atas
3 (tiga) tahap, yaitu :

a. tahap awal;
b.  tahap lanjutar; can
¢ tahap akhir.

(3] Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan
melalui sidang Tim PPengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari
Pembina Pemasyarikatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pemhimbing
Kemasyarakatan, din ‘Wali Narapicana,

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil penga-
matan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

(5) Ketentuan mengenzi pengamatan, perilaian, d2n pelaporan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS
disediakan sarana dan prasarana yang dibutunkan,
(2) LAPAS sebagaimana dimaxsud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa
klasifikasi dan spesiikesi.
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(3) Ketentuan mengenal klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri,

Pasal 9

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf a bagl Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan
berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari
masa pidana.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b meliput :

3. tahap lanjutan pertama, sejak berakhimya pembinaan tahap
awal sampai dengan Y2 (satu per dua) dari masa pidana; dan

b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhimya pembinaan tahap
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa
pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) hundf c dilaksanakan sejak berakhirmya tahap lanjutan sampai
dengan berakhimya masa pidana dari Narapidana yang
bersangkutan,

Pasal 10
(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat
(1) meliputi :
3. masa pengamatan, pengenalan, can peneliian lingkungan
paling lama 1 (satu) bulan.
b. Perencanaan program pembinaan  kepribadian  dan
kemandirian;
¢ Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
dan
d.  Penilaian pelaksanaan program pemtinaan tahap awal.
(2) Pembinaan mhap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) meliputi :
a, perencanaan program pembinaan lanjutan;
b.  pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
€. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;dan
d.  perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi,
(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat
(3) meliputi :
3,  perencanaan program integrasi;
b.  pelaksanaan program integrasi; Jan
C.  pengakhiran pelaksanaan cembinaan tainap akhir.
(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2),
dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pamasyarakatan,
(5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib
memperhatikan hasil Litmas.
(6) Ketentuan mengenai bentuk dar jenis kegiatan program pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam ayet (1), (2), dan (3) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri,

Pasal 11
(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS,
(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS,
(3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu,
pembinaan tahap akhir Naradidana yang bersangkutan tetap
dilaksanakan di LAPAS.

Pasa' 12
Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh
kesempatan kesempatan asiinilasi dan atau integrasi, maka Narapidana
yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus,

Bagian kedua
Anak Didik Pemasyarakatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 13
Anak Didik Pemasyarakatan terdirl atas :
a.  Anak Pidana;
b.  Anak Negara;dan
c.  Anak Sipil.

Pasal 14

(1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik
Pemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanaken pernbinaan Anak Diclk Pemasyarakatan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LAPAS Anak wajib menga-
dakan perencanaari, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan
program pembinaari,

(3) Kegiatan pembinain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diarahkan pada kimampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk
berintegrasi secara sefiat dengan masyarakat.

Pasal 15
(1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasysrakatan dilakukan cleh
Pembina Pemasyarz <atan.
(2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memeriukan keaoaan aman dan tertib.
(3] Pengendalian keamanan dan penegakan ketettiban dilaksanakan
oleh Pengaman Pemiasyarzkatan,

Pasal 16
Dzlam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Cidik Pemasyarakatan di
LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutubkan,

Paragraf 2
£nak Pidana

Pasal 17
(1) Pembinaan Anak Piclana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembi-
naan.
(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas
3 (tiga) tahap, yaitw :

a. tahap awal;
b.  tahap lanjutar;;
¢.  tahap akhir.

(3) Pengalihan pembiniian dari satu tahap ke tahap lairnya ditetapkan
melalul sidang Tim Fengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari
Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing
Kemasyarakatan, dien Wali Anak Pidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil penga-
matan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan,

(5) Ketentuan mengeni pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagai-
mana dimaksud calam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri,

Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayet (2), dilaksanakan

menurut pentahapan sebagaimana dimaksud da'am Pasal 9.

Pasal 19
(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) huruf a meliputi :
3. Masa pengariatan, pengenalan dan penelitan lingkungan
paling lama 1 [satu) bulan;
b. perencanaan program  pembinzan  kepribadian  dan
kemandirian;
C. pelaksanaan  program  pembinzan  kepribadian  dan
kemandirian; dan
d.  penilaian pelak:sanaan program pembinaan tahap awal.
(2) Pembinaan tahap lanj.tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf b meliputi ;
4.  perencanaan program pembinaan lanjutan;
b.  pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
. penilaian pelaksanaan program pembinaen lanjutan; dan
d. perencanaa den pelaksanaan program asimilasi,
(3; Pembinaan tahap aihir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) huruf ¢ meliputi :
a.  Perencanaan program integrasi;
b.  Pelaksanaan program integrasi; dan
€. Pengakhiran palaksanaan pembinaan tahap akhir,
(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2),
dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarkatan,
(5) Dalam sidang Tim Petgamat Pemasyarakatan sebagairnana dimaksud
dalam zyat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatilan Litmas.
(6) Ketentuan mengenzi bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan
sebagaimana dimaksud da'am ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri,
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(1)

(2)
(3)

Pasal 20
Pembinaan tahap awal dan tal.ap lanjutan dilaksanakan di LAPAS
Anak.
Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS,
Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pem-
binaan tahap akhir Anak Pidara yang bersangkutan tetap dilaksana-
kan di dalam LAPAS Anak.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh
kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersang-
kutan diberikan pembinaan khusus.

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

(3)

(6)

Parzgraf 3
Anak Nzgara

Pasal 22
Pembinaan Anak Negara dititik beratkan pada perdidikan.
Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dirnaksud dalam ayat
(1), pada tap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana
pendidikan.

Pasal 23

Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan

setiap 6 (enam) bulan.

Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang

bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6

(enam) bulan pertama.

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa

pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) tulan kedua.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak Dberakhirnya tahap

lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang

bersangkutan mencapal umur 18 (delapan belas) tahun,

Apabila masa pernbinaan :

a. Telah lewat 6 (enam) bulan pertama merurut pertimbangan
Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak Negara yang
bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik,
pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;

b.  Telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim
Pengamat Pemasyarakatar, Anak Negara yang bersangkutan
sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan
dapat dilanjutkan dengan program integrasi.

Dalam hal Anak Negara belum memenuni syarat untuk diberikan

program asimilasi atau integresi, maka pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam)
bulan kedua dan seterusnya sampal Anak Negara yang
bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun,

Pasal 24

Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :

a.

b.
¢
d.

pendidikan agama dzn budi pekerti;
pendidikan umum;

pendidikan kepramukaari; dan
latihan ketrampilan

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidiken di dalam LAPAS Anak, Anak
Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak.

(1)
(2)

Paragraf 4
Anzak Sipil

Pasal 26
Program pembinaan baji Anak S pil disssualkan dengan kepentingan
pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan,
Jangka waktu pemboinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) sesuai dengan penetapan Pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperiukan pembinaan tahzp lanjutan, maka pentahapan pro-
gram pembinaan bagi Anak MNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 berfaku juga terhadap Anak Sipil.

Pasal 28

Arak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasar-
kan penetapan Menteri Ifehakiman atau pejabat yang ditinjuk atas per-
mintaan orang tua, wali, stau orang tua asuh Arak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bertuk: dan jenis kegiatan program pembinaan Anak
Sipll diatur ledin lanut dengan Keputusan Menteri.

(1)
(2)

(3}

(1)
(2

(3]

(1)
(2)

(1)

(2)

(3

)

(1)
(2)
(3)

Klign
a.
b.
&

d.

Pasal 30
Biaya pendidikan diin sembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak ditaban-
kan kepada orang tua, wall atau crang tua asuhnya.
Dalam hal orang tua, weli, atau orang tua asuhnye tidak mampu,
biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalem ayat
(1) dibebankan kepada Negara.
Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan
pada penetapan pengadilan.

BAB II1
BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Pasal 31
Kepala BAPAS viajib melaksanakan pembimbingan Klien.
Dalam melaksanakan pembimbingan sebzgaimana cimaksud dalam
ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan perencaniaan, pelaksana-
an, dan penigendalian atas kegiatan program pembimaingan.
Kegiatan pembimbirigzn sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dia-
rahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat
dengan masyarakat.

Pasal 32
Pembimbingan Kiier dilaksanakan oleh Pembimting Kemasyarakatan,
Pembimbingan Kiier sebagaimana dimaksud dalem ayat (1) dititik
beratkan kepada rentegrasi sehat dengan masyarakat,

Pasal 33
Pembimbingan Klien dilzksanakan melalui 3
pembimbingan, yait. :
a, tanap awal;
b. tahap lanjutar; dan
¢ tahap aknir.
Penyelenggaraan pamoaimbingan dari satu tahap ke tahap lainnya
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasar-
kan data dari Pembimting Kemasyarakatar,
Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil penga+
matan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.
Ketentuan mengenz: pangamatan, penilaian, dan pelzporan sebagai-
mana dimaksud dalizm ayat (3) diatur lebih lanjut der.gan Keputusan
Menteri,

(tiga) tahap

Pasal 34
Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS
disediakan sarana dn prasarana yang dibutuhkan,
BAPAS sebagaimaria dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam
beberapa klasifikasi.
Ketentuan mengenai pengkiasifikasian BAPAS  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan

3

Pasal 35
yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari :
Terpidana Bersyarat;
Narapidana, Anak Pdang, dan Anak Negara yang meidapat pembe-
basan bersyarat ata. ¢t menjelang bebas;
Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menter atau pejabat
diingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan vang ditunjuk,
bimbingannya diserznkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
Anak yang berdasarkan penetapan pengadian, bimbingannya
dikembalilkan kepadit orang tua atau walinya;
Anak yang berdasar<an putusan pengadilzn, dijatuhi pidana penga-
wasan,; dan
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib manjalani latihan
kerja sebagai nengganti pidana denda.
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(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

@)

(3)

(4)

1)

(2)

(3)

Pasal 36

Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing

Kemasyarakatan pada BAPAS.,

BAPAS juga berwenang melaksanakan :

a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan
orany tua atau wall agar kewajiban sebagai pengasuh dapat
dipenuhi;

D.  pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak
Sipll yang diasuh.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sepagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 37
Dalam hal putusan hzkim memutuskan pidana bersyarat, wajib
latihan kerja sebagai penggant pidana denda, atau pengembalian
anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan
Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.
Penyerahan sebagaimazna dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan pembuatan berita acara.
Tembusan berita acara sebagaimana ciraksud dalarn ayat (2)
disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertb program
bimbingan yang dilaksanakan oleh BAFAS.

Pasal 38
Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana,
Anak Pidana dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS
dilaksanakan oleh BAPAS.
Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka tindak
pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik,
penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam
proses persidangan pengadilan anak,
Guna kepentingan pemeriksaar pengadilan sebzgaimana dimaksud
dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kema-
Syarakatan BAPAS.
Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilak-
sanakan terhadap tersangka cewasa.
Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian
Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39
Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan bersta-
tus sebagai Klien sampal dengan % (satu per e pat) masa pembim-
bingan.
Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) huruf b bagi Xlien, dilaksanakan sejak berakhir
pembimbingan tahap awal samoai dengan % (tiga perempat) masz
pembimbingan.
Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap
pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembim-
bingan.
Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatar:
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.

Pasal 40
Pembimbingan tahap awal meliputi :
a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
b. pembuatan penelian  kemasyarakatan

pembimbingan;

€. penyusunan program pembimbingan;
d.  pelaksanaan program perbimbingan; dan
e pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
Pembimbingan tahap lanjutan meliputi :
a.
b.
c

untuk  bazhan

penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
pelaksanaan program pembimbingan; dan
pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap
lanjutan.

Pembimbingan tahap akhir meliputi :

a.  penyusunan program pembimbingan tahap akhir;

b.  pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;

€. pengendalian pelzksanaan program pembimbingan;

d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan

dengan mempertimbangkan pemberian pelayznan bimbingan
tambzhan; dan

e, pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengun memberikan
surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pasal 41

Kiien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarzt atau cuti menjelang
bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang
ditangguhkan dan atau s sa pidana apabila :

a.
b.
c
d.

mengulangi meiaku <ar tindak pidana;

menimbulkan eresshan dalam masyarakat;

tidak mentaati ketentuan perjanjlian atau syarat-syarat, baik syarat
khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;

tidak mengikuti &tau mematuhi program pembmbingan yang
ditetapkan oleh BAPAS; atau

pidah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang
membimbing.

Pasal 42

Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam
Pesal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS,

Pasal 43

Ketentuan mengenai beituk dan jenis kegiatan program pembimbingan
Klien diatur lebib lanjut dengan Keputusan Menteri,

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(#)

(1)

Pasal 44
Jumfah Pembimbiny Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan
dengan kebutuhan.
8imbingan Klien yiang dilaksanakan oleh BAPAS diakukan kepada
perorangan atau <elompok secara tertib dan berkesinambungan
sesuai dengan tahap pembimbingan.
Oalam ha! Pembimbing Kemasyarakatan tida< dapat melanjutkan
pembimbingan tertiadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya
dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarzkatan lain atas
persetujuan Kepala BAPAS.

Pasal 45
Dalam pelaksanaar bimbingan Klien, BAPAS dapat rengangkat atau
menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan suka rela yang memenuhi
syarat.
Syarat-syarat untuk ciapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembim-
bing Kemasyaraka‘an sukarela sabagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah :
3.  warga nagare Indonesia;
b. ‘taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
¢.  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha £sa;
d. pendidikan sarendah-rendzhnya sekolah menengah umum
atau sekolah «eiuruan;
e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.
Ketentuan mengenai tats cara pengangkatan atau panunjukan Pem-
bimbing Kemasyarakiatan sukarela sebagaimana climaksud dalam
ayat (1) diatur lebi" lanjut dengan Keputusan Menteri,

BAB IV
PEMINDAMAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN
Bagian Pertama
Syarat Pemindahan

Pasal 46
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari
satu LAFAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apablla telah memenuhi
syarat-syarat pemindahan.
Syarat-syarat perinciahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah :
3. ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; ¢an
¢, hasi pertimbiangan Tim Pengama* Pemasyarakatan,

Pasal 47

Izin pemindahan si:bagaimana dimaksud dalam Pasa: 46 ayat (2) hu-
ruf 3 diberikan olat) :
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a. Kepala Kantor Wilayah Departamen Kehakiman setempat,
dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor
Wilayah yang bersangkutar;

b.  Direktur Jenderal Femasyarakatan dalam ha! pemindahan antar
wilayah kerja Kantor Wilayzh Departemen Kehakiman,

(2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara
lisan mela.ui sarana telekomunikasi,

(3) Izin sebagaimana dmaksud dalam ayat (2) peiing lambat dalam
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan [i-
san diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk
mendapatkan izin pemindahan tertulis.

Pasal 48
Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan harus dipindahkan
ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat
yang bertanggung jawat secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Pasal 49
Dalam hal Narapidana ztau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke
LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperiulan surat
rujukan dari doktar LAPAS dan atau kepala rumah sakit setempat.

Pasal 50
Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS iain
karena alasan kepentingan keamanan dan Ketertiban, harus dilengkapi
dengan oerita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemindahan

Pasal 51

(1) Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dari satu
LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana
transportasi darat, laut, atau udara.

(2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di
LAPAS atau RUTAN terdekat.

(3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuall calam keadzan
tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan
faktor keamanan.

(4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didlk Pemasyarakatan wajib
menggunakan kencaraan khusus atau alat angkut lain yang
memenuhi syarat keamanan,

Pasal 52

(1) Pengawalan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua)
orang Petugas Pemasyarakatan.

(2) Dalam hal pelaksanaan pemindahan memeriukan penanganan
khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian,

(3) Pengawalan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor
kemanusiaan.

(4) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus dilengkapi dengan dengan surat tugas dan perlengkapan
pengamanan yang diperiukan.

(5) Pemindahan Narapidana Wanitz atau Anak Didk Pemasyarakatan
Wanita dalam pengawalannya harus disertal dengan Petugas Pema-
syarakatan Wanita.

Pasal 53
(1) Kepala LAPAS yang (nelaksanakan pemindahan  wajib
memberitahukan kepada :
a. Keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang
bersangkutan; dan
b,  Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan MNegeri setempat.
(2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalan ayat {1) dalam waktu 1
(satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 54
Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dibeban-
kan kepada Negara.

BAB YV
AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
Bagian Pertama
Narapidana

Pasal 55

(1) Pembinaan Narapdena berakhir apabla MNarapidana yang

bersangkutan :

a. masa pidanan,a uelzh habis;

b. memperoleh pembebasan bersyarat;

¢.  memperoleh cuti menjelang bebas; aau
d.  meninggal duria.

(2) Dalam hal pembinzan Narapidana berakhir senagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dan b, kepada Na-apidana yang
bersangkutan diber kan surat pembebasan.

(3) Dalam hal pembebzsan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) huruf i, kepada Narapidana yang bersangkutan setelah
selesal manjalani culi ciberikan surat pemeebasan.

Pasal 56
Narapidana yang telah :elesai menjalani masa pidananya, diberi biaya
pemulangan ke tempat asainya.

Pasal 57

(1) Dalam nal Narapidina memperoleh pemtebasan bersyarat, Kepaia
LAPAS menyerahkan pernbimbingannya kspada BAPAS dan penga-
wasannya kepada l:ejuksaan setempat, sedangkan bagi narapidana
yang memperoleh ¢Jtl menjelang bebas, pembmbingan dan penga-
wasannya dilakukar oleh BAPAS.

(2} Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan
kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 58

(1) Dalam hal berakairnyz pembinaan Marapidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS
menyerahkan jenzzah Narapidana yang bersangkutan kepada
keluarganya.

(2) Apabila pihak keluarga atau ahll waris tidak bersedia menerima
penyerahan jenazan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
pihak LAFAS wajibr relaksanakan pemzkamannya cengan biaya
negara.

Bagian Kedua
Arak Didik Pemasyarakatan
Paragraf 1
Anak Pidana

Pasal 59
Ketentuan sebagaimana cimaksud dalarm BAB V Bagian Pertama mengenai
Akhir Pembinaan Bagi Narapidana, beriaku juga bagi Anak Pidana.

Paragraf 2
Anak Negara

Pasal 60
Pembinaan Anak Negaru berakhir apabila Anak Negara yang bersangkut-
an:
a. ‘telah mencapai umcr 18 (delapan belas) tahun;
b. memperoleh pembebasan bersyarat;
c.  memperoleh cuti menjelang bebas; atau
d.  meninggal dunia.

Pasal 61

(1) Dalan hal berakhimya pambinaan Anak Negara sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak meryerahkan anak
yang bersangkutan kepada keluarganya dengan dicertai surat ke-
terangan selesai menjzlani pembinaan.

(2) Dalam hal berakhirriya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 60 huruf b atau ¢, Kepala LAPAS Ana< menyerahkan
Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.

(3) Penyerahan sebagiimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
dengan berita acara serah terima untuk pembimkingan selanjutnya.
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Pasal 62

(1) Dalam hal berakhimya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 60 huruf ¢, Kepala LAPAS Anak meryerahkan
Jenazan Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau
ahli warisnya.

(2) Apabila pihak keluarga atau ahll warisnya tidak bersedia menerima
jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS
wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Paragraf 3
Anak Sipil

Pasal 63

Pembinaan Anak Sipil berakhir apablla Anak Sipil yang bersangkutan :

3. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan
peietapan pengadilan;

b.  telah mencapai umur 18 (delapar belas) tahun;

¢.  dkeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu;
atau

d.  meninggal dunia.

Pasal 64
Dalam hal berakhimya pembinaan Anak Sipll sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf a, b dan ¢, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak
Sipil yang bersangkuten kepada keluarganya dengan disertai surat
keterangan selesal menjalani pembinaan,

Pasal 65
Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sabagaimana dimaksud da-
lam Pasal 63 huruf d, Kepala LiPAS Anak menyerahkar Jjenazah Anak Sipil
yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli waris-ya.

Bagian Ketiga
Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Pasal 66
Pembimbingan Kiien berakhir apabila klien yang bersangkutan :
a.  selesai menjalani masa pembimbingan;
b.  dicabut ststusnya sebagai Klien; atau
¢ meninggal dunia,

Pasal 67

(1) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Kiien sebzgaimana dimaksud
dalam Pasal 66 huruf a, kepada Kiien yang bersangkutan diberikan
surat keterangan pengakhiran pembimbingan.

(2) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud
dalam pasal 66 huruf b pinak BAPAS memberitahuikan kepada Kepala
LAPAS, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat, dan
Departemen Sosial,

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65
Pada sart Peraturan Pemerintah ini mulal berlaky, semua peraturan pelak-
sanaan mengenai pembinaan dan pembimbingan Wzrga Binaan Pema-
syarakatan masih tew@p berlaku separjang tidak bertentangan dan belum
diganti dengan yang baru berdasariar Peraturan Peme-intah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
Peraturan pemerintah inl mulai berlak\ pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera-
turan Pemerintzh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan ci Jakarta
Pada tanggal 19 Mai 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
T
BACHARUDDIN JJSUF HABIBIE
Diundangkan ¢l Jakarta
Pada tanggal 19 M2i 1999
MENTERI NEGARA SEKHETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
D

PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPLIBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 68
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MNOMOR 31 TAHUN 1949

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-unidang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakstan bahwa sis'em pemasyarakatan adalah suatu
tBtanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasiia yang dilaksanakan secara terpadu
antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kuali-
tas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kasalahan, memper-
balki diri, dan tidak mengulangi tincak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktf berperan dalam pem-
bangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertang-
gung jawab.
Sistem Pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mem-
bentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, mamperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelengga-

raannya, program pembinaan Wargz Binaan Pemasyarakatan di LAPAS

dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan
pada kegiaan pembinaan kepritadian dan kegiatan pembinaan
kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar

bertanggung jawab kepada diri sandiri, keluarga dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan

keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan

sebagal anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung Jjawab.

Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbing-

an Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal-

pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 1395 tentang Pemasyarakatan
yang meliputi :

1. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan
Warga Binaan Pemasyarekatan di LAPAS dan pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS;

2. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat
(2) dan Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program
pembinaan Narapidana, Anak Negara, Anak Sipil serta
pembimbingan Klien;

3. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38
ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata
cara pemindahan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan
Anak Sipil;

yang pelaksanaannya perfu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka
pengaturan tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
Hal-hal yang diatur dalam Peraturar Pemerintah ini meliputi beberapa
ketentuan umum yang berfaku disemua bidang pembinaan dan pembim-
bingan Warga Binaan Pemasyarakatar, antara lain yang menyangkut pro-
gram-program, kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan pernbinaan dan pem-
bimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan
pembimbingan Warga Binaan Pemzsyarakatan, pemindahan Narapidana
dan Anak Didk Pemasyarakatan, dan berakhimya pembinaan dan
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Crikup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jeias

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukkan Wall Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
dimaksud agé- setiap warga binaan yang bersangkutan dapat
dibina dan damati perkembanganrya selama berada dalam
binaan yang tarkesinambungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah terkait” adalah instansi
pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi tidang Agama,
Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Kesahatan, Tenaga
Kerja, Perindustriar: dan Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan lain-
lainnya. Yang diraksud dengan “Badan-badan Kemasyarakatan
fainnya“ misalnya, yayasan, koperas, dan lembaga swadaya
masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah
dokter, psikolog, pengisaha dan lain-lainnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengendalian atas keciatan program
pembinaan” adalah kegiatan pengawasan, penilaian, dan
pelaporan dalim pelaksanaan proses pemasyarzikatan.

Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud de1gan “sarana dan presarana yang dibutuhkan”
antara lain ;
a.  Dana penbinaan;
b.  Perlengkapan ibadah;
€. Perlengkapan pendidikan;
d. Perlengkapan bengkel kerja;dan
e.  Perlengkapan olah raga dan kesenian,
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Klasifikasi LAPAS” acalah pembagian LAPAS
berdasarkan daya muat, beban kerja dan iokasi.
Yany dimaksud dengan “spesifikasi LAPAS” adalah pembagian
Jjenis LAPAS cengan memperhatikan kekhususan kepentingan
pembinaan atau keamanan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Tidak memungkinkan remperoleh kesempatan asimilasi dan atau in-
tegrasi disebabkan Nerapidana yang bersangkutan adalah residivis,
pidana seumur hdug, pidana mat, atau sering melakukan
pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pembinaan khusus" meliputi perlakuan,
pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersiat maksimum
sekurit,
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Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2)
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Lihat penjelasan Pasal & ayat (1)

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Tidak dimungkinkan memperoieh kesempatan asimilasi dan atau
integrasi disebabkan Anak Pidana yang bersangkutan sering
melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS,

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pendidikan”
adalah sekolan, peralatan pendidikan dan tenaga pengajar.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Tidak dimungkinkan memperoleh Kesempatan asimilasi dan
atau integrasi disebabkan Anak Pidana yang bersangkutan
sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Yang dimaksud dengan fasilitas pencidikan adalah Sekolzh Dasar
dan atau Sekolah Menengai.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Yang dimaksud dengan sewaktu-waktu adalah apabila alasan-alasan
yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada, atau
keberadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengijinkan
berada dalam LAPAS Anak lebin lama.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Besarnya bitya pendidikan dazn pembinaan  Anak Sipil
disamakan dengan biaya pendidikan dan pembinaan Anak
Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jeias

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Linat penjelasan Pasal 8 ayat (1)

Ayat (2)
Klasificasi BAFAS adalah pembagian 3APAS berdasarkan beban
kerja dan tempat kedudukar.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a
Yang dimaksid dengan “terpidana bercyarat’ adalah orang
yang dijatuhi pidana tetapi pelaksanaan hukumannya tidak
dijalani, kecuili jika Terpidana tersebut sebelum habis mass
percobaznnya melanggar syarat yang elah ditentukan, maka
hakim atas permintaan jaksa merrerintahkan supava orang
tersebut menjalani pidananya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘“pembebasan bersyarat" adalah
bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) masa pidananya dangan ketentuan 2/3 (dua
pertiga) masa pidana tersebut tidak kurzng dari 9 (sembilan)
bulan,
Yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah cuti
yang diberikan setelah Narapidana menjalani 2,3 (dua pertigaj
masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan balk dan
jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhi- paling lama 6
(enam) bulan.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana
yang knusus dikanzkan untuk anak, yakni pengawasan yang
dilakukan ole Jzksa terhadap perilaxu anak dalsm kehidupan
sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan
yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatzn,

Huruf g
Yang dimaksud dencan “wajib menjalani latinan kerja sebagal
pengganti pidiina denda” adalah apabila tidak dapat membayar
denda, maka viganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan
paling lamz 9C (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan
ticax lebih deri 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan
pada malam harj,

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
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Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah tindak pidana
yang pidananya pendsk (dibawah satu tahun penjara) dan
atau pelanggaran lalu lintas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39
Culup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Untuk melaksanakan ketentuar tersebut pada huruf a dan ¢ setelah
ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan jaksa yang
menyatakan agar terpidana bersyaral tersebut menjalani pidana di
LAPAS,

Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud “berkas-berkas pembinaan” adalah file
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang
memuat penelitian pemasyarakatan, kartu pembinaan,
medicz! record, dan laporen atau keterangan lain yang
berkaitan dengan proses pembinaan yang bersangkutan,
Huruf ¢
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud “keacaan darurat® antara lain terjadi huru-
hara, bencana alam dan seuagainya,

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksuc keadaan tertentu antara lain : "terjadi huru
hara, bencana alam dan sebagainya”,

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup jeias

Pasal 54
Cukup je'as

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Yang dimaksud ternpat asalnya adalah tempat dimana perkaranya
diputus pada pengadilin tingkat pertama,

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Termasux dalam pengertian tidak bersedia menerima
penyerahan jenazah meliputi juga alamat tidak diketahui atau
ditemukan, %ic'ak mampu datang unfuk mengurus jenazah,

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Uihat penjelasan Pasal 58 ayat (2)

Pasal 63

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan alasan tercentu antara lain apabila
alasan-alasan yang menghendaki pandidikan di LAPAS Anak
sudah tidak ada atas permintaar orang tua/walinya atau
keadaan jasmani dan rohani anak tersabut tidak mengizinkan
berada di LAPAS Anak lebih lama lagi (dikeluarkan sewaktu-
waktu)

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
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Rakernispas Th.2000, Hal. 28


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dala
1

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan

Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyzrakatan, periu ditetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Czra

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Megara Tahun 1995
Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3614);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tantang
Pengadilan Anak (Lembaran Megara Tahun 1997
Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3668)

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN.

BAS |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

m Peraturan Pemerintah Ini yang dimaksud dengar: :

Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik
Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah
Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik
Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS sebagal-
mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang "emasyarakatan.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profe-
sional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.

Pendidikan dan pengajaran adzlah usaha sadar untuk menyiapkan
Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau
latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif dibidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan di LAPAS.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan urituk meningkatkan
kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Matia Esa, intelektual, sikap
dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Kiien Pema-
syarakatan,

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan
kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi Syarat-syarat
yang ditantukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar
LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Lapas Terbuka adalah Lembaga Pemasyaraketan tempat membina
Narapidana dan Anak Didik Penasyarakatan dalarn keadaan terbuka
tanpa dikelilingi atau dipagari cleh tembok,

Menteri adaiah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliput! bidang Pemasyarakatan,

BAB 11
HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN
ANIK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Ibadah

Pasal 2
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk
melakukan ibadah sesual dengan agama dan kepercayaannnya.
(2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam
LAPAS atau di luar | AFAS, sesual dengan program pembinaan.
(3) Tata cara pelaksaniian Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1) Pada setiap LAPAS wajlb disecliakan petugas untuk memberikan pen-
didikan dar bimbingjan keagamaan.

(2) Jumiah Petugas sel:agaimana dimaksud dalam ayat /1), disesuaikan
dengan keperiuan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertirnbangan Kepala
LAPAS,

(3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat
dapat mengadakain kerja sama dengan instansi terkait, badan
kemasyarakatan, atau perorangan,

Pasal 4
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti pro-
gram pendidikan dan binibingan agama sesuai dengan agama dan keper-
cayaannya,

Bagian Kedua
Perawatiin Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan be-hak mendapat
perawatan rohani dan jasmani,

Pasal 6

(1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pzsal 5 diberikan
melalul bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

(2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan
pendidikan budi pekerti.

(3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1). Kepala LAPAS capat bekerjasama dengan
instansi terkait, bacan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak
mendapat perawatzin jasmani berupa:

a.  pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
b.  pemberian perlengkapan pakaian; dan
¢ pemberian perlengkapan tidur dan mandi,

(2) Pemberian periengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b dan ¢ dilsksanakan segera setelah Terpiclana dan Anak
Negara salesal didaitar,

(3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib mamakal pakaian
seragarn yang telah ditetapkan.

Pasal 8
Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) diatur lebih laniut cengan Keputusan Mentari,

Bagian Ketiga
Penclidikan dan Pengajaran

Pasal 9
Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pencidikan ¢lan pengajaran
bagi Narapidana dan Anax Cidik Pemasyarakatan,

Pasal 10

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidilan dan penga-
jaran.
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(@)

(1)
(@

(3)

(4)

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan
instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi tidang
Pendidikan dan  Kebudayaan, dan atau  badan-badan
kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan
pengajaran.

Pasal 11
Pendidikan dan pengajaran bag Narapidana dan Anak Didik Pema-
syarakatan, dilaksanakan di dalom LAPAS.
Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan
pendidikan dan pengajuran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam
LAPAS, maka dapat dilaksanakar di luar LAPAS,
Pendidikan dan pengajaran o dalam LAPAS diselenggarakan
menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang
sederajat.
Pelaksanaan pendidikan dan pargajaran sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil
menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat
Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

(1)
()

(1)
(2)

(1)
(@)

3)

(4)

(1)

(2)

(3)

“
(3)

(1)

Bagian Keempat
. Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14
Setiap Narapidana dan Anok Didlk Pemasyarakatan berhak
memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,
Pada setiap LAPAS disediakan polikiinkk beserta fasllitasnya dan
disediakan sekurang-kurangnya searang dokter dan seorang tenaga
kesehatan lainnya.

Pasal 15
Pelayanan kesehatan dilakukan cleh dokter LAPAS.
Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan
oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kall dalam 1
(satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan,

Dalam hal Narapidana atau Anak: Didik Pemasyarakatan ada keluhan
mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan
lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan,

Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau
memtahayakan, maka pendarita tersebut dirawat secara khusus.
Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17
Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
memeriukan perawatan leblh lanjut, maks dokter LAPAS
memberikan rekcmendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan
kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS,
Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala
LAPAS,
Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan
dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS, dan bila di-
periukan dapat meminta bantuar petugas kepolisian.
Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita
dibebankan kepada negara.
Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang
sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada ke-
luarganya.

Pasal 18
Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal
dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera

(2)

{4)

(5)
(6)

@

(1)

(@)

(3)

(1)

@

(4)

(5]

@

&Y
(@)

memberitahukan kepada keluarganya.

Apablla Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan diduga mening-
gal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS seqera melapor kepada
Kepolisian,

Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyaral@an yang tidak
diambll keluarganya dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh
empat) jam sajak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara
layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburainya dilaksana-
kan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama ata. kepercayaan-
nya.

Barang atau uang railik: Narapidana atau Anak Didik Femasyarakatan
yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli
warisnya,

Penyerahan barang alau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) dilakukan dengzn Berita Acara,

Apabila barang atau uang millk Narapidana atau Anzk Didik Pema-
syarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh
keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah
diberitahukan, mala barang atau uang tersebut menjadi milik
negara,

Daiam hel barang milli: Narapidana atau Anak Didik Femasyarakatan
yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit ying berbahaya,
maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dbuatkan Berita
Acara.

Pasal 19
Setiap Marapidane dan Anak Didlk Pemasyarakatan berhak
mendapatkan makzinan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori
yang memenuhi syzat kesehatan.
Narapidana dan  Anak  Didk  Pemasyarakatan yang
berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas
petunjuk dokter dzpat diberikan makanan jenis lain sesual dengan
keblasaan di negarznya.
Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak melampaul 1% (satu satu per dua) kali dari harga makanan
yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan,

Pasal 20
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau
menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesual dengan
petunjuk dokter,
Makanan tambahan juga diberikan kepada Narzpidana yang melaku-
kan jenis pekerjaan tertentu.
Anak darl Narapidaia wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun
yang lahir di LAPAS. dapat diberi makanan tambahari atas petunjuk
dokter, paling lama sampal berumur 2 (dua) tahun.
Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah menca-
pai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau
sanak keluarga, atzu pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat
dalam satu Berita Azara.
Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat
menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) bberdasarkan pertimbangan dokter,

Pasal 21
Kepala LAPAS bertzinggung jawab atas pengelolaan makanan, yang
meliputi :
a.  pengadaan, punyimpanan, dan penylapan makanan;
b.  kebersihan mikanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan
dan gizi; dan
¢ pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
Ketentuan mengenii pengeiolaan makanan sebagairana dimaksud
dalam ayat (1) diatur labih lanjut dengan Keputusan Menteri,

Pasal 22
Setiap Narapidana ztau Anak Didik Pemasyarakatan dapat menerima
makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS,
Makanan sebagaimena dimaksud dalam ayat (1) sebe'um diserahkan
kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, harus
diperiksa terlebih dehulu cleh Petugas LAPAS,

Pasal 23

Setiap Narapidana 2tau Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa, dibe-
rikan makanan tambzhan,
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Pasal 24
Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat
menimbulkan gangguan kesshatan, keamanan, dan ketertiban kepada
Narapidana dan Anak Didlk Pemasyaraukatan,

Pasal 25
Mutu dan jumiah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yag berfaku.

Bagian Kellma
Keluhan

Pasal 26

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyam-
paikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perfakuan petugas atau
sesama penghuni terhadap dirnya.

(2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila
periakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat menggangu hak
asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didlk Pemasyarakatan
yang Dbersangkutan atau Marapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan lainnya,

(3) Keluhan dapat disampaikan sacara lisan atau tulisan dengan tetap
memperhatikan tata tertib LAPAS.

(4) K=tentuan mengenal tata cara panyampaian dan penyelesaian keluh-
an diatur lebih lanjut dengan Keputusan Manteri,

Bagian Keenam
Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pzsal 27

(1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang
berupa media cetak dan media elektronik.

(2) Bahan bacaan dan media massa cebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan
kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan
bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS,

Pasal 28

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang
berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi
dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala
LAPAS,

(2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1. (satu) buah pesa-
wat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan madia elektronik lain
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Narapidana dan Anak Ddik Pemasyarakatan dilarang membawa pe-
sawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam
LAPAS untuk kepentingan pribad.

Bagian Ketujuh
Upah dan Premi

Pasal 29

(1) sSetiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau
premi,

(2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Upah atau premi ssbagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
dittipkan dan dicatat di LAPAS,

(4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan
kepada yang bersangkutan, apabila diperiukan untuk memenuhi
keperiuan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk blaya
pulang setelah selesal menjalani masa pidana.

(5) Ketentuan mengenai upah a@u premi diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri,

Bagian Kedelapan
Kunjungan
Pasal 30
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didk Pemasyarakatan berhak
menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang

tertentu lainnya.

(2) Kunjungan sebagamena dimaksud dalarn ayat (1) dicatat dalam
buku daftar kunjungan,

(3) Setiap LAPAS waijib menyediakan sekurang-+urangnya 1 (satu) ru-
angan khusus untu menerima kunjungan.

Pasal 31
(1) Petugas Pemasyaraiatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib :
a. memeriksa dan reneliti keterangan identitas diri pengunjung;
dan
b.  menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
(2) Dalam hal ditemukein keterangan identitas palsu atau adanya barang
bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, makii pangunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolshkan mengun-
jungl Marapidana dan Anak Didlk Pemasyerakatan yang
bersangkutan.

Pasal 32
Kunjungan orang-orang terzentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang
permohonan grasinya dital.

Pasal 33
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 30 dan P'asal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

3agian Kesembilan
Remisi

Pasal 34

(1) Setiap Narapidana van Anak Pidana yang selama menjalani masa pi-
dana berkelakuan balk berhak mendapatkan remisi.

(2) Remisi sebagaimani dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apa-
bila selama menjalani pidana, yang bersangkutzn :
a.  berbuat jasa kepada negara;
b. melakukan parbuatan yang bermanfaat bagi negara atau

kemanusiaan; atau

¢ melakukan pebuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

(3) Ketentuan untuk mandapatkan remisi sebagaimana dimaksuc dalam
ayat (1) dan (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Arak Pidana yang
menunggu grasi sarnbil menjalani pidana.

Pasal 35
Ketentuan mergenai rem'si diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh
Asimilasi dan Cuti

Pasal 36
Setiap Narapidana dan Analc Didik Pemasyarakatan berhalc mendapatkan
asimilasi.

Pasal 37
(1) Nerapidana dan Anik Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi
sebagaimana dimak;uc dalam Pasal 35 dergan ketentuan :
a. untuk Narapdana dan Anak Pidana setelah menjalani
pembinaan Y2 [satu perdua) masa pidana;
b. untuk Anak tlegara dan Anak Sipil setelah menjalani masa
pendicikan di .APAS Anak 6 (enam) bulen pertama;
¢ dapat menglkuti program pernbinaan dengan bak; dan
d.  berkelakuan baik.
(2) Asimilasi sebagaimaa dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kem-
bali apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar
ketentuar asimilasi.

Pasal 38
(1) Terhadap Narapidara dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang
melaksanakan asmiasi  dilakukan pembinaan dan atau
penbimbmgan dengan ketentuan sebagal berikut :
untuk keglatzn pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan
soslal, dan perbinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh
Psmqas LAPAS.
b. Untuk kegiatan bekerja pada pihac ketiga, bekerja mandiri,
dan penempatan di LAPAS Terbuka dilalsanakan oleh Petugas
LAPAS dan atau BAPAS,
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(2) Pelaksanaan keglatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
diberitahukan secars tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian,
dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di-

cabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka ;

a.  bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertzma setelah
dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi,
pembebasan bersyarat, cut! menjelang babas, dan cuti mengunjungi
keluarga,

b.  dalam hal Narapidana dan Anzk Pidana yang dicabut asimilasinya
untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak
asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti
mengunjung keluarga.

. bagl Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama
setelah dilakulan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti ke-
glatan asimilasi.

Pasal 40
Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri,

Pasal 41
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dzpat diberikan
cuti berupa :
a.  Cuti mengunjungi keluarga; dzn
b.  Cuti menjelang bebas.
(2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak
beraku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

(1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul
bersama keluarga di tempat kediamannya,

(2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2
(dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam,

(3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan
wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.

(4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas
Pembebasan Barsyarat

Pasal 43

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak
Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi
Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan masa pidananya dengan ketentuan
2/3 (dus pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9
(sembilan) bulan.

(3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberlken setelah
menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun,

Pasal 44
(1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala
LAPAS,
(3) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala
B/PAS dalam hal melanggar ketentuan mengenal pembebasan ber-
Syarat.

Pasal 45
(1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara
yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik
secara perorangan maupun kelempok, dengan barkala dan berkesi-
nambungan,

Pasal 46
Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 44
ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak
Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat ;

a.  mangulangi melakukan tindak pidana;

b.  hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam ma-
syarakat; atau

¢ malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

(1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan
bersyarathya dicabit, maka:

a. masa selama serada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa
menjalani pidana; dan

b. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan
pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang
bebas, dan culi mengunjungi keluarga.

(2) Dalam hal Anak Negara yang pambebasan bersyarainya dicabut,
maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS cli luar LAPAS di-
hitung sebagal masa pembinaan.

(3) Ketentuan mengenal pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menter,

Pasal 48
Delam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
petugas BAPAS harus milalukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadil-
an Negeri, Kepolislan Nerjara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan
Pemuia Masyarakat sete npat.

Baglan keduabelas
Cuti Menjelang Bebas

Pasal 49
(1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :

a.  Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua
pertiga) masé pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan
berkelakuan Laik dengan lama cut saina dengan remisi
terakhir yang ditarimanya paling lama 6 (enam) bulan.

b. Anak Negara yang pada saat mencapal usia 17 (tujuh belas)
tahun 6 (enan1) bulan, dan talah dinilal cukup baik.

(2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berakhir:
a.  bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan
dengan hari bebas yang sesungguhnya;

b,  bagi Anak Negara, pada usia 18 (de'apan belas) tahun.

(3) Izin Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di-
berikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas
usul dari Kepala LAPAS,

Pasal 50
Pembimbingan dan pencawasan selama cuti menjelang tebas, terhadap
Nearapidana, Anak Pidans, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas
BAPAS.

3agian Ketigabelas
Hak-hak lain

Pasal 51

(1) Hak-hak lain yang fimaksud dalam Peraturan Pemerintah Ini adalah
hak poltik, hak mernilin dan hak keperdataan lainnya.

(2) Hak poiltk bagi Na-apidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah
hak menjadi anggota partal politik sesual dengan aspirasinya.

(3} Narapidana dan Analk Didik Pemasyaraka@n diberi kesempatan
untuk menggunakin hak pilihnya calam Pemilihan Umum sesuai
dengan peraturan penundang-undangan yang beriaky.,

Pasal 52

(1) Hak keperdataan lannya dalam Peraturan Pemerintat ini mefiputi
a.  surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;

b.  lzin keluar LAFAS dalam hal-ha! luar biasa,

(2} Narapidana dan Arak Didik Pemasyarakatan Capat mengirim surat
keluar LAPAS dan (menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) huruf a,

(3) Narapidana dan Anuk Didik Pemasyarakatan dapat ciberi izin keluar
LAPAS sebagaimané dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

(4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayut (3) diberikan
oleh Kepala LAPAS,
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Pasal 53
Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud daiam Pasal 51
ayat (2), ayat (3) dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

BAB 11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai beriaku, semia peraturan pelak-
sanaan mengenal Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan tetap berlaku, separijang tidek bertertangan dan belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Peraturan Pemerintah ini mulal berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera-
turan Pemerintah ini dengan penernpatanya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TD
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mel 199%
MENTER] NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TD

PROF. DR, H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 69
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDCNESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahur,
1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistam Pemasyarakatan bertujuar
untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang
baik dan untuk melindungl masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya
tindak pidana oleh warga binaan sarta merupakan penerapan dan bagiari
yang tak terpisahkan dari nilai-nilal yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan,
pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagl warga binaan yang bertujuan
untuk memulinkan kesatuan hubungan yang asas! anfara Individu warga
binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-
prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan
membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik
dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untulc
mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka
untuk menjalankan Ibadahnya, bechubungan dengan pihak luar baik
keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media
cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan

ya.

Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapl dengan syarat atay
kriteria tertentu seperti hainya untuk mendapatkan remisi, asimilasi harus
memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan sebagaiman tercantum dalam Pasal 14
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 35
ayat (2) Undang-undang Nomar 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga
binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-
masing golongan mempunyal hak yang berbeda, seperti halnya Anak
Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak
Negara tidak mempunyal hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan
Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun
cuti menjelang bebas,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pelaksanaan ibadah bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyara-
katan di luar LAPAS dilakukan sesuai dengan tahapan proses

Ayat (3)
Cukiip jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang memberikan bimbingan dan pendidikan agama harus peng-
anut agama yang dianut oleh Narapidara atau Anak Didik
Pemasyarakatan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jalas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud canjan “pendidikan budi pekerti" adalah meliputi
sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a

- Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis
meja, bokii voley, bulu tangkis, catur, atau senam.

- Jenis rek-essi yang diadakan antara lain berupa pena-
yangan tilevisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan
oleh naraidana, anak didik atau petugas Femasyarakatan,
atau per.unjukan kesenlan yang didatangkan dari luar
LAPAS,

Huruf b
Yang dimaksud dengan “perler:gkapan pakaian” yakni :
1. Bagl Narzpicana pria berupa :
- 2 (dua) stel pakaian seragam;
= 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 2 (dus) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar kaln sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit.
& Baqn Narapiciana wanita berupa :
2 (dua) stel pakzian seragam;
- 1 (saty) stel pakaian kerja;
- 1 (satu) stel mukena;
2 (dua) buah BH;
2 (dua) buah celana dalam;
1 (satu) unit pembalut wanita;
1 (satw) pasang sandal jepit.
3. Bagj Anaic Didik Pemasyarakatan pria berupa :
2 (dua) stel pakalan seragam;

- 2 (dua) stel pakaian seragam sakolah;

= 1 (saw) stel pakaian seragam pramuka;

- 2 (dua) buah celana dalam;

- 1 (saww) lembar kain sarung;

= 1 (sau) pasang sandal jepit;

- 1 (satu) pasang sepatu sekclah.

4, Bam Anak Cidik Pemiasyarakatan wanita berupa !
2 (dva) stel pakaian seragam;

- 2 (dua) stel pakaian seragarn sekolah;

- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuks;

- 2 (dua) buah BH;

- 2(d.a) buah celana dalam;

- 1(satu) pasang sandal jepit;

- 1(salu) pasang sepatu sekolah;

- 1 (satu) stel mukena.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “periengkapan tidu” yakni meliputi
tempat tidur, kasur atau tkar, sprei, bantal, selimut, sabun
mandi, handuk, sikat dan pasta gigl.
Ayat (2)

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Wujud pendidikan yang pelaksanaannya di luar LAPAS berupa :
a. belajar di seko'ah negeri;
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b. belajar di tempat lathan kerja yang dikelola oleh LAPAS
(pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya); atau
¢, belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintah lain-
nya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kurikulum yang berlaku pada Lembaga-
lembaga pendidikan yang sederajat” adalah kurikulum yang ber-
laku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri.
Avat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Dalam mengadakan psrencanaan, pelaksanaan, pangendalian pendi-
dikan, dan pengajaran, Kepaia LAPAS mendapat bahan pertimbangan
dari Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “polikiinik beserta fasilitasnya” adalah
perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan
kefarmasian, misalnya alat-alat suntk, rontgen, dan obat-
obatan.

- Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lainnya” antara lain
perawat atau bidan,

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan tertentu” adalah
pelayanan kesehatan yang diberikan sesual dengan kewenangan
dari tenaga kesehitan yang bersangkutan sesual dengan peratur-
an perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dirawat secara khusus” adalah menem-
patkan penderita di tempat tertentu atau di Rumah Sakit untuk
mencegah terjadinya penularan,

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “sakit” adalah sakit yang memerukan
perawatan lebih lanjut berdsarkan surat ketarangan sakit dari
dokter.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “segera® adaah tidak lebih dari 1 x 12
(satu kali dua belas) jam,
Ayat (2)

Culaip

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penguburan dilaksanakan oleh LAPAS yaitu
selama jenazah Narapidana dan Anak Didix Pemasyarakatan yang
tidak diambii oleh keluarganye termasuk juga jenazah Narapidana
atau Anak Didik Pemasyarakatan yang karena keluarganya tidak

mampu kemudian menyerahkan penguburannya lepada LAPAS,
dengan surat penyerahannya secara tertulis.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Pasal 19

Ayat (1)
Jumiah kalorl sekurang-kurangnya 2,250 (dua ribu dua ratus lima
puluh) kalori untu¢ setiap orang perhari.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "makanan tambahan® adaléh penambahan
jumiah kalorl di a:as rata-rata jumiah kalori yang citetapkan. Bagi
wanita yang sedaing hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang
sehari. Bagi wanita yang sedang menyusul dapat ditambah antara
800 (delapan ratis) sampal dengan 1000 (seribu) kalori seorang
sehari,

Ayat (2)
Untuk menjaga terpelinaranya kesehatari Narapidana yang bekerja
pada “jenis pekerjaan tertentu” artara lain bekerja di bengkel
kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.

Ayat (3)
Pemberian makarian tambahan dimaksudkan untuk menjaga ter-
pellharanya pertuinbuhan dan perkembangan anak.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
- Yang dimaksud berpuasa adalah puasa yang diperintahkan
menurut hukum agamanya.
- Biaya tambahan lagi Narapidana dan Anak Didik Femasyarakatan
yang berpuasa minimum 1/3 (satu pertiga), maksirnal % (satu per
dua) dari harga biiays makan secrang pe-hari.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan “makanan dan minuman yang dapat menim-
bulkan gangguan keschatan, keamanan dan ketertiban” adalah
minuman keras atau 'niruman yang mengandung aikorol, atau zat lain
yang berbahaya.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang ber-
laku* adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang
tugasnya meliputi bidang kesehatan.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Rakernispas Th.2000, Hal. 35


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 29
Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “premi” adalah : imbalan jasa yang
diberikan kepada Narapidana yang mengixuti latihan kerja
sambil berproduksl.

- Yang dimaksud dengan "upah” adalah : imbalan yang jasa di-
berit.an kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang
atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Ayat (3)
Dalam hal yang bersangkutan dipindah ke LAPAS lain, maka upah
atau premi lkut dipindankan.
/iyat (‘)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “orang tertentu lainnya” antara lain : han-
dal taulan, rohaniwan.
Ayat (2)
Cukup

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan orang-orang tertentu adalah keluarga, handal
tolan, rohaniwan dan pengacara.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ‘berkelakuan baik” adalah mentaat
peraturan yang berlaku dan tidak dikenaxan tindakan disiplin yang
dicatat dalam ouku register F selama kurun waktu yang di-
perhitungkan untuk pemberian remisi.

Ayat (2)
Huruf 2

Yang dimaksud dengan “berbuat jasa kepada negara” antara

lain :

1. menghasilkan karya dalam memajukan iimu pengetahuan
dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan
kemanusiaan.

2. mencegah pelariar Tahanan, Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bermanfaat bagl ne-

gara atau kemanusiaan” antara lain :

1, Ikut menanggulangi bencana alam;

2. menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah
memenuhi ketantuan yang telah ditetapkan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan yang membantu

kegiatan LAPAS* adalah pekerfaan yang dilakukan oleh

Narapidana atau Anak Pidzna yang diangkat sebagai pemuka

kerja oleh Kepala LAPAS.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Asimilasi diawali dengan memperkenalkan Narzpidana dan Anak
Didlk Pemasyarakatan yang berada di dalam dengan pengunjung

dari luar LAPAS baik dari instansi pemerintah maupun dari organi-

sasl swasta, dengan ketentuan :

a. untuk Narapidzna dan Anak Pidana seteiah menjalani 1/3 (satu
pertiga) dari masé pidana;

b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelsh menjalani masa
pendidikan 3 (tiga) bulan dan berkelakuan baik.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “cutl” adalah bentuk pembinaan Narapi-
dana dan Anak Didilc Pemasyarakatzn meninggalkan LAPAS untuk
samentara waktu, apabila telah remenuhi syarat yang ditentukan
dalam peraturan parundang-undangan yang berfaku.
Huruf a

Yang dimaksud dengan “cuti mengunjungi keluarga” adalah

bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pamasyarakatan

berupa pemberian kesemoatan berkumpul bersama keluarga
ditarnpat kediaman keluarganya.

Yang dimaksud dengan "keluarga® adalah :

- Istrl atau suami;

- anak kandung atau angkat atau tiri;

- orang tua kandung atau angkat atau kirl atau Ipar;

- saudara kandung ateu angkat atau tirl atau ipar; dan

- keluarga dekat lainnya sampai derajat keclua, baik hori-
zontal maupun vertikal,

Huruf b

Yang dimaksuc dengan “cuti menjelang bebas” adalah :

a) Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasya-
rakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa
pidana sekuring-kurangnya telsh menjalani 9 (semblan)
bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dangan
remisi terekhr yang diterimanya paling lzma 6 (enain)
bulan.

b) Bentuk pembinaan Anak Negara yang pada saat mencapai
usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dlan celah dinilai
cukup balk

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pacal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali gu2 puluh empat) jam
adalah waktu yarq benar-benar dimanfaatkan un‘uk berkumpul
bersama keluargii. Waktu dalam perjalanan menuju tempat
kediaman keluarga dan kembali ke LAPAS tidak termasuk dalam
tanggang waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh em-
pat) jam tersebut diatas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas
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Pasal 46

Huruf 2
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud “hidup secara tidak teratur dan menimbulkan
keresahan” adalah membuat oiiar, mabuk-mabukan, bermain judi,
mengunjungi tempat mesum, menggangg. ketertiban umum atau
masyarakat.

Huruf ¢
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup felas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Walaupun yang bersangkutan berada di LAPAS tidak berart
menyebabkan keanggotaan dalam partai politik menjadi hilang.
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)

3. Yang dimaksud dengan “surat” dalam peraturan ini tarmasuk
surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan dan segala
tulisan-tulisan serta barang-barang lain yang dapat digunakan
untuk memberitakan apapun. Surat dimaksud tidak dapat
langsung dikirim atau diterima vieh Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan mclainkan harus lewat pemeriksaan atau
pertimbangan petugas keamanan atau yang ditunjuk.

b. Yang dimaksud hal-hal luar blasa adalzh yang sungguh-
sungguh luar biasa sifatnya meliputi :

- meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami,
istrl, adik atau kakak kandung;
- menjadi wali atas perniiahan anaknya;
- membagl warisan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud diberi ijin keluar LAPAS palfing lama 24 jam dan
tidak menginap.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3846
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Menimbang

Mengingat @ 1.

Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1399
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa calam rangka rneleksanakan ketentuan Pasal

9 Undang-undang Nomor 12 Tehun 1995 tentang

Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Kerja sama Penyelenggaraan

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBING-
AN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah inl yarg dimaksud dengan :

1

(1)

)

(©)]
(4)

(t)

Kerja sama adalah kegiatan vang diselenggarakan oleh Menteri
dengan instani terkait, badan-badan kemasyarakatan atau
perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan
terhadap Warga Binaan pamasvarakatan, yang kegiatannya seiring
dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan,

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
profesional, kesehatan jasmani dan rohari Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan.

Pembimbingan adalah pemberan tuntunan untuk meningkatkan
kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap
dan perllaku, profesicnal kesehatan jasmani dan rohani Klien
Pemasyarakatan.

Mitra kerja sama adalah instansi Pemerintah lain yang terkalt,
badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang
mengadakan kerja sama dengan LAPAS atau BAPAS dalam rangka
kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan,

Upah adalah imbalan jasa yang d'berikan kepada Warga Binaan
Pemasyarakatan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa.
Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang pemasyarakatan,

BAB II
KERJA SAMA PEMBINAN DAN PEMBIMBINGAN
Baglan Pertama
Kerja Sama Pembinaan

Pasal 2
Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembinaan dengan :
a. instansi pemerintah terkait;
b.  badan-badan kemasyarakatan; dan
€. perorangan,
Kerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka
pengembangan, peningkatan dan atiu perluasan pembinaan.
Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a bersifat fungsional,
Hubungan kerja sama sabagairana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b dan huruf ¢ bersifat kemitraan.

Pasal 3

Hubungan kerja sama pembinaan dilaksanakan berdasarkan
program pembinaan untuk meningkatkan kemarnpuan dan kualitas

(2)

(1)

(1)

(2)

(3
)

(1)

(2)

(1}

(@

Narapidana dan Anizk Didik pamasyarakatan.
Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
ketagwaan kepada Tuhan Yang Mahz Eca;
kesadaran berbangsa dan bernegara;
intelektua!;

sikap dan perlaku;

kesehatan jasmani dan rohani;

kesadaran hulwrn;

reiritegrasi senat dengan masyarakat;
keterampilan <erfa; dan

latihan keria dan produksi.

~Fermeanow

Pasal 4
Pelaksanaan program <erja sama pembinaar dibedakan atas :
a,  program pemuinaan Narapidana;
b.  program pambinaan Anak Didik Pemasyarakatan.
Tata cara pelaksanian program kerja sama pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Manteri,

Bagian Kedua
kerja Sama Pembimbingan

Pasal 5
Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembimbingan
dengan:
a.  Instansi peme-intah terkait;
b. badan-badan kemasyarakatan; dan
€. perorangan.
Kerja sama dengan nstansi Pemerintah atau pihék sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka
pengembangan, peningkatan dan atzu periuasan pembimbingan.
Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a bersifat fungsionz!,
Hubungan kerja sama sebagaimana dimaissud dalam ayat (1) huruf
b dan huruf ¢ bersifat kernitraan.

Pasal 5
Hubungan kerja ¢ama pembimbingan dilaksanaken berdasarkan
program pembimbngan dalam rangka meningkatkan kemampuan
dan kualitas Kiien Pamasyarakatan,
Program pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :
ketagwaan kepada Tuhan Yang Mahz Esa;
kesadaran berbangsa dan bernegara;
inteleltual;
sikap dan perilaku;
kasehatan jasmani dan rohani;
kesadaran hulum;
reintegrasi selat dengan masyarakat;
ketarampilan \eerja; dan
latihan keria ¢lan produksi.

Tpwmeanrowe

Pasal 7
Pelaksanaan program kerja sama pembimbingan dibedakan atas :
a.  program pembimbingan kiien dewasa; dan
b.  program pembimbingan kiien anak.
Teta cara pelakeanaan program kerja sama pembimbingan
sebagaimana dimalssud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 8
Jangka waktu pelaksanaan kerja sama pembinian dan atau
pembimbingan terd ri atas :
3. kerja sama jungka panjang, apablilz pelzksanzannya 5 (lima)
tahun atau letih.
b. kerja sama jangka menengah, apablla pelaksanaannya 2 (dua)
tahun sampai 5 (lima) tahun; dan
¢ kerja sama jangka pendek, apabila pelaksznaannya tidak lebih
dari 2 (dua) tzihun.
Mitra kerja sama dapat mengajukan permintaan kepada Menteri
agar kerja sama yany telah habis jangka waktunya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.
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BAB III
MITRA KEFUA SAMA

Pasal 9
(1) Kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat
dilaksanakan dengan Instansi pemerintah yang lingkup tugasnya
meliputi :
. bidang keagamaan;
bidang pertanian;
bidang pendidikan dan kebudayaan;
bidang kesehatan;
sosial;
bidang tenaga kerja;
bidang perincustrian dan perdagangan; dan
. Pemerintah Daerah.
(2) Instansi pemerintah selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula
mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan,

Pasal 10

(1) Badan-badan kemasyarakatan yang dapat mengadakan kerja sama
pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. yayasan;
b.  koperasi; dan
€. lembaga swadaya masyarzkat.

(2) Badan-badan kemasyarakatan selain yang dimaksud dalam ayat (1)
dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau
pembimbingan.

Fermpang

Pasal 11
(1) Perorangan yang dapat mengadakan kerja sama pembinaan dan
atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf ¢ dan Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ adalah dokter, psikolog,
pendidik, pemuka agama, pengusaha, dan tenaga lain yang memiliki
keahlian tertentu yang dibutuhkan,
(2) Perorangan selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula
mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.

Pasal 12
Menteri dapat juga menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi
internasional dalam rangka pembinaan dan atau pernbimbingan Warga
Binaan  Pemasyarakatan yang kegiatannyz  seiring  dengan
penyelenggaraan sistem pemasyarakatan,

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA

Pasai 13

(1) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, kesepakatan
kerja sama dibuat bersama cieh mitra kerja sama dengan Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, kesepakatan
kerja sama dibuat bersama oleh mita kerja sama dengan Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman,

(3) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢, kesepakatan
kerja sama dibuat bersama oleh mita kerja sama dengan LAPAS
dan atau BAPAS,

Pasal 14
Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalem Pasal 13 diatur
lebih lanjut oleh Menteri,

Pasal 15
Menteri dan mitra kerja sama menyediakan surber deya yang diperiukan
bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan,

BAB V
UPAH

Pasal 16
Dalam hal kerja sama sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
menghasilkan barang atau jasa, Wa-ga Binaan Pemasyarakatan berhak

mamperoleh upah yang l>esarnya sesuai dengan sistem pengupahan yang
berfaku dalam masyarakit.

Fasal 17
(1) Upah sebagaiman:z dimaksud dalam Pasal 10 diberikan oleh mitra
kerja sama kepadi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kepala
LAPAS dan atau Kepala BAPAS.
(2) Teta cara penyainpsian dan penyimpanan upah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dergan Keputusan
Menteri,

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18
(1) Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS yang melaksanal@n kerja sama
wajio menyampailan laporan berkala secars tertulis mengenai
pelaksanaan kerja sama kepada Menteri,
(2) Kewajban menyampakan laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berlaku pula bagi mitra kerja sama sebagaimaria dimaksud
dalam Pasa! 9 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 19
Menterl, Direktur Jenderzl pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman, Kepala LAPAS, atau Kepala BAPAS sesual dengan
tingkat kerja sama dapat menghentikan kerja sama apabila
pelaksanaannya tidak seiring dengan penyslenggarsan  sistem
pemasyarakatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Pzda saat berlakunya Peraturan Pemerintah Inl semua peraturan
pelaksanaan mengenal kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan
pembimbingan Warga Binazn Pemasyarakatan tetap beraku, sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini,

Pasa! 21
(1) Mitra kerja sama yang sedang melaksanzkan keria sama pada saat
berlakunya Peraturari Pemerirtah ini, melanjutkan kegiatannya
sampal berakhimyz jangka waktu kerja sama yang telah disepakati,
(2) Mira kerja sama yang telah mengajukan permohonan kerja sama
tetapi belum diterina pada saac berlakunya Peraturan Pemerintzh
ini, tata cara pergajuan permohonan tersebut dilaksanaian
menurut tata cara vang ditetapkan dalam Peraturan I'emerintah inl.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUF

Pasa 22
Pada saat beriakunya Peraturan Pemerintah ini sogala peraturan

perundang-undangan yang bertentangan dengan Feraturan Pemerintah ini
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia. .

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INCONESIA,
T
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan ci Jakarta
Pada tanggal 22 Junl 1999
MENTERI NEGARA SEKHETARIS NEGARA
REPUBLIK INDDNESIA,
TID

PROF. CR. H. MULADI, SH
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1999
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGCARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 19395 Tentang Pemasyarakatan
ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi ‘nenyiapkan Warga
Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan beringgung jawab. Hal ini menunjukkan
bahwa sistem pemasyarakatan sebagal wujud pelembagaan respons
masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya
merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang
berorientasi pada masyarakat, yalsu pembinaan yang dilaksanakan secara
terpadu antira pembina, yang dibina dan masyarakat. Peran serta
masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan
pembinaan, sehingga sangat diperiukan dalam mencapai tujuan yang
diinginkai. Oleh karena itu Pasal 9 ayat (1) memberikan peluang bagi
Menteri untuk mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait,
badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan dalam rangka
penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, Kerja sama yang dimaksud
periu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah inl memberikan peluang kepada instansi
pemerintah, badan-badan kemasysrakatan dan perorangan untuk ikut
berperan serta membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan
dalam bentuk hubungan kerja sama baik yang bersifat fungsional maupun
kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan
tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS), sedangkan pembimbingan cladakan cleh Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berintegrasi secara
sehat dengan masyarakat. Agar pelalsanaan kegiatan kerja sama dapat
berjalan dengan baik, efektf dan afisien, maka pembinaan dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

Selanjutnya agar program kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan
pembimbingan berjalan sebagaimana mestinya, Peraturan Pemerintah ini
mewajibkan baik Menteri maupun mitra kerja sama menyediakan sumber
daya yang diperiukan bagi penyelenggaraan program pambinaan dan atau
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai anggota masyarakat yang sedang
menjalanl pidana hilang kemerdekaan pada dasarnya adalah masih
memiliki hak-hak lain sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya,
sehingga dalam sistem pemasyarakatan apabla mereka bekerja yang
menghasilkan barang bemilai ekonomis atau jasa harus dihargal
sebagaimana layaknya, sasuai dengan peraturan umum yang berlaku
dalam masyarakat. Karena itu periu ditegaskan tentang hak Narapidana
menerima upah dari hasil pekerjaannya, yang diserahkan melalui Kepala
LAPAS. Upah yang dimeksudkan tidak seluruhnya diberikan kepada
Narapidana, melainkan dibagi sedemikian rupa untuk kebutuhan lain yang
secara tidak langsung berkaitan dengan pembinaan Narapidana,

Daiam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara kerja sama,
jangka waktu kerja sama dan pihak-pihak yang membuat kesepakatan
kerja sama, dengan maksud memudahkan para pihak dalam mengadakan
kerja sama tersebut. Laporan berkala mengenai pelaksanaan kerja sama
sebagai salah satu bentuk pengawasan disampaikan kepada Menteri, yang
sekaligus berguna untuk mengevaluasl hasilnya, Menteri atau pejabat
yang berwenang dapat menghentikan kerja sama apablla pelaksanaannya
dianggap tidak sesuai dengan penyelanggaraan sistem pemasyarakatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
huruf a

Yang dirnaksud dengan “instansi pemerin:ah” antara lain
instansi pemerintah yang fingkup tugasnya meliput
bidang j:endidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga
kerja, d:n lain-lain,
huruf b
Yang dimaksuc dengan “badan kemasyarakatan” antara
lain yayasan, koperasi, badan usaha, leribaga swadaya
masyarakat, organisasi atau lembaga keacamaan.
huruf ¢
Yang cimaksud dengan “perorangan” antara lain
pengusaha, psikolog, dokter, ahll pertukangan dan lain-
lain.
Ayat (2)
Pembatasan i1 dimaksudkan agar program kerja sama tidak
tumpang tindi, melainkan terencana dan terarch dengan baik.
Ayat (3)
Yang dimaksud hubungan kerjasama “fungsional' adalah kerja
sama yang dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungs
masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non
Departemen.
Ayat (4)
Yang dimaksid dengan hubungan kerjasama “kemitraan”
adalan kerja samra yang didasarkan atas prinsip kerelaan yang
saling menguntungkan, dengan membabankan tugas dan
kewajiban yarg seimbang menurut kondisi LAPAS atau BAPAS
setempat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Sistam pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan
asas “persamaan perlakuan dan pelayanan” kepada Warga
Binaan Permisyarakatan tanpa membeda-bedakan orang,
namun karen: pertmbangan dari segi pendidikan, sosiologis
dan psikologis, pembinaan terhadap Narapidana dewasa dan
Arak Didik Femasyarakatan perfu dibedakar, agar tujuan
pembinaan dapat tercapal dengan sebaik-baiknya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lihat penjelzsan Pasal 2 ayat (3)
Ayat (4)
Lihat penjelaszn Pasal 2 ayat (4)

pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Instansi pemerintah selain dimaksud dalam ayzt (1) misalnya
instansi yang lingkup tugasnya meliputi bidang transmigrasi,
kehutanan, Badan Usaha Milik Negara dan sebagainya.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Badan-badan  kamasyarakatan selain yang dimaksud dalam
ayat (1) misalnya lembaga pendidiker, lembaga panelitian,
organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.
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pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “sistem: yang berlaku dalam masyarakat”
adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan cleh Menteri
Tenaga Kerja atau pejabat yang berwenang menetapkan upah,

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jeias

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
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DAFTAR INTERVIEW DENGAN
PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN

A. Bapak Agus Rijanto selaku koordinator pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

Bimbingan dan kegiatan apa sajakah yang diprogram Lembaga Pemasyarakatan Madiun guna untuk

menunjang pembinaan terhahadap narapidana?

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Madiun terhadap para narapidana meliputi hal-hal sebagai berikut :

i

Bimbingan Mental

Bimbingan mental ini sasarannya adalah pada pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti
serta pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental yang baru sesudah
menyadari akan kesalahan masa lalu.

Mengenai pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Madiun baru-baru ini melaksanakan
pesantren kilat selama 3 bulan dan setelah selesai akan mendapatkan sertifikat. Jumlah narapidana
yang mengikuti pesanten kilat ini adalah 63 orang, yang diadakan secara bergilir. Pesantren kiiat
ini dolaksanakan di ruang aula mulai jam 08.00 — 10.00 yang meliputi dua mata pelajaran yaitu
pendidikan Agama dan pengetahuan umum tentang Agama. Kegiatan ini bekerja sama dengan
Departeman Agama Kota Madya dan Kabupaten, Pondok Pesantren Temboro dan lembaga Swasta
LKP il TKA/TPA dibantu oleh staf-staf pengajar dari bagian pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Madiun.

Bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun yang beragama Nasrani, lembaga menvediakan
Gereja sebagai tempat beribadah sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari selasa, rabu
dan sabtu dari jam 08.00 — selesai, sedanghan untuk hari minggu ibadah dilaksanakan mulai jam
10.00 - 12.00. Kegiatan ini bekerja sama dengan

a. Dewan Gereja Jawa Timur, yang datang satu bulan sekali.

b. Keluarga Gereja Madiun.

Bimbingan Sosial

Bimbingan Sosial ini diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan pentingnya arti hidup
bermasvarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk assimilasi dan integrasi
dengan masyarakat diluaruntuk mendukung dalam proses integrasi, lembaga pemasvarakatan
Madiun memberikan keleluasaan kepada narapidana untuk dikunjungi kerabatnya dengan jam
kunjungan mulai pukul 08.00 sampai pukul 14.00 setiap harinya. Pembinaan sosial diberikan pada
narapidana vang telah menjalani masa orientasi atau observasi. Bimbingan ini bukan hanya
diberikan oleh petugas pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun tetapi oleh seluruh

anggota dari lembaga tersebut.
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3. Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
Bimbingan ini dimaksudkan untuk memberikan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan
bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari. Di Lembaga
Pemasyarakatan Madiun terdapat berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh para narapidana,
antara lain:
a. Berkebun
Narapidana dapat bercocok tanam dengan tanah  yang dimiliki oleh Lembaga
Pemasyarakatan Madiun dengan luas 4 Ha 400 m, sekarang tanah tersebut telah
ditanami jagung hibrida bisi I1, yang dikerjakan oleh 23 narapidana setiap hari mulai jam
0800 — 13.30 dan hasilnya digunakan untuk pengembangan Lembaga Pemasyarakatan
Madiun.
b. Pertukangan Kayu
Kegiatan ini diikuti oleh 54 narapidana , dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 - 10.00.
Hasil dari kegiatan ini berupa meubel (kursi sudut, kursi ligna, almari dll). Untuk
pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri dan para
pengunjung.
c. Kerajinan Tangan
Kegiatan ini diikuti oleh 16 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 — 10.00.
Hasil dari kegiatan ini berupa keset, sapu, sepatu dan souvenir (miniawr sepeda mctor,
asbak, tempat rokok, tempat perhiasan, tempat tissue). Untuk pemasarannya biasanya dibeli
oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan sendiri dan para pengunjung.
d. Menjahit
Kegiatan ini diikuti oleh 3 narapidana, diluksanakan setiap hari mulai jam 08.00 — 10.00.
Hasil dari kegiatan ini berupa haju dan jok. Untuk pemasaraninya biasanya dibeli oleh
pegawai Lembaga Pemasyarakatan sendiri dan para pengunjung
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai
Bimbingan ini diberikan supaya narapidana dapat hidup dengan teratur dan belajar menaati
peraturan. Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan Madiun membuat beberapa peraturan,
antara lain - narapidana harus ikut pembinaan, aturan untuk masuk dalam sel, narapidana tidak
diperbolehkan membuat onar, dan lain-lain. Dengan peraturan-peraturan itu diharapkan
narapidana kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat terus menaati peraturan
hukum vang telah dibuat oleh pemerintah, tidak dilanggar seperti vang telah ia lakukan
sehingga ia masuk Lembaga Pemasyarakatan. Bimbingan 1ni tidak lepas dari seluruh anggota
dari seluruh lembaga pemasyarakatan dari kepala lembaga kemasyarakatan samapai dengan

narapidana itu sendiri.
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Bimbingan lain yang menyangkut, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan pada

segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil yang selaras

dengan lingkungan sosial yang terjadi diluar. Bimbingan itu antara lain :

a. Kerawitan Jawa

Diadakan setiap hari Kamis dan Jum’at mulai jam 08.00 — selesai, diikuti oleh 12

narapidana Pembinanya berasal dari petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun

dan dibantu oleh narapidana yang telah mahir.

b. Kepramukaan

Dengan Gugus Depan 03185 Lembaga Pemasyarakatan Madiun, diadakan setiap hari Sabtu

jam 08 00 — selesai, diikuti oleh 23 narapidana pada tingkat Penegak. Pembinanya berasal

dari staf pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun.
c. Olah Raga

1s

(%)

A

Kesegaran Jasmani

Diadakan setiap hari Senin — Kamis dari jam 07.30 — 08.30, diikuti secara bergilir oleh
150 narapidana

Volly

Diadakan setiap hari Senin atau Jum’at diadakan mulai jam 07.30 — 08.30.
Bulutangkis

Diadakan setiap hari Minggu mulai jam 07.30 — 08.30.

Tenis Meja

Diadakan setiap hari Sabtu jam 07.30 — 08.30.

Catur

Diadakan sewaktu-waktu

Bimbingan Penyuluhan

Untuk bimbingan ini Lembaga Pemasyarakatan Madiun mengadakan kemitraan dengan

akademisi se-Kota Madya Madiun dan instansi terkait meliputi -

a

Universitas Merdeka Madiun

Dalam hal ini pihak Universitas menunjuk Fakultas Hukum untuk memberikan

bimbingan penyuluhan masalah hukum, yang diberikan langsung oleh Dekan Fakultas

Hukum Universitas Merdeka Madiun.

Universitas Widva Mandala Madiun

Dalam hal ini pihak Universitas menunjuk Fakultas Psikologi untuk memberikan

bimbingan penyuluhan masalah kejiwaan, ynag diberikan langsung oleh Dekan Fakultas

Psikologi Universitas Widya Mandala Madiun. Bimbingan ini datang sewakiu-waktu bila
dibutuhkan.

Universitas Islam Indonesia Madiun

Bimbingan mengenai masalah keagamaan terutama agama Islam.
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d. STISIP Muhammadiyah Madiun

Bimbingan mengenai masalah sosial kemasyarakatan.
e. STIKIP Widya Yuwana Madiun

Bimbingan mengenai masalah keagamaan terutama agama Katolik.
£ RSUD Dr Soedono Madiun

Mengadakan penyuluhan kesehatan yang diadakan setiap triwulan.
g. Puskesmas Patihan Kota

Datang setiap satu bulan sekali yang terdiri dari :

1.  Dokter Umum

Dokter Gigi
Bidan
4. Mantri

]

fwd

Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dari keefektivitasan sistem pembinaan narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Madiun?

Supaya pembinaan narapidana ini berhasil secara baik maka proses belajar mengajarnya harus

didukung 5 faktor, yaitu :

a.

C.

Faktor Anak Didik

Anak didik yang dimaksud ini adaiah warga binaan pemasyarakatan yang bisa didik. Lembaga
Pemasyarakatan Madiun bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana selain
itu juga harus diperhatikan latar belakang dari narapidana tersebut, misalnya masalah tingkat
pendidikannya dan usia supaya tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Di Lembaga
Pemasyarakatan sendiri didalam memberikan pembinaan tidak memandang latar belakangnya
tetapi pembinaan tersebut diberikan untuk semua narapidana.

Faktor Pendidik

Pendidik vang dimaksud adalah seluruh anggota dari lembaga pemasyarakatan tanpa terkecuali
seluruh anggota lembaga pemasyarakatan ikut berperan serta, misalnya kepala lembaga
pemasyarakatan beliau dalam bertindak dan bersikap harus mencerminkan seseorang yang dapat
menjadi panutan warga binaanya, begitupula dengan petugas-petugas yang lain Dengan tenaga
pendidik yang ahli didalam bidangnya tentu saja sangat diperlukan dalam proses pembinaan
narapidana Kebanyakan pendidik di Lembaga Pemasyarakatan Madiun berasal dari segala bidang
ilmu. Untuk mengatasinya lembaga mengadakan kerjasama dengan insansi terkait. Kewajiban dari
lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengentaskan narapidana supaya kembali ke masyarakat.
Berhasilnya tugas itu tergantung lagi pada petugas pembinaan dan seluruh anggota lembaga vang
tidak hanya diserahi tugas menjalankan sistem pemasyarakatan tersebut.

Faktor Tujuan Pendidikan

Arah dari pendidikan tertuju kepada :
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e Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati
peraturan hukum yang ada di masyarakat.

» Mengacu pada Undang Undang No 12 Tahun 1995 pasal 3 yang menjelaskan bahwa sistem
pemasyaraktan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat Lerintegrasi
secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang
bebas dan bertanggung jawab.

Faktor Alat-Alat Pendidikan (Sarana dan Prasarana)

Alat-alat pendidikan meliputi buku,alat-alat tulis (pensil, bulpoin, penghapus, penggearis). papan

tulis, kapur, meja, kursi, dan semuanya itu disediakan oleh lembaga untuk menunjang kelancaran

dalam proses belajar mengajar. Sarana fisik berupa gedung dan bangunan lain harus memenuhi
svarat sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena ini merupakan
faktor vang menentukan dalam pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan [embaga

Pemasyarakatan Madiun mempunyai berbagai fasilitas yang mendukung dari pelaksanaan

pembinaan tersebut, antara lain :

s Ruang Pendidikan
Digunakan untuk tempat belajar mengajar para narapidana.

« Ruang Aula
Ruang ini biasanya digunakan untuk pertemuan-pertemuan atau kalau ada acara-acara
tertentu seperti sekarang ini ruang ini digunakan untuk Pesantren Kilat selama 3 bulan mulai
bulan Juni sampai dengan Agustus.

¢ Mushola
Mushola ini diperuntukkan untuk tempat ibadah bagi penghuni lembaga vang beragama
[slam

e Gereja
Gereja sebagai tempat beribadah yang diperuntukkan bagai penghuni Lembaga
Pemasyarakatan Madiun yang beragama Katolik dan Kristen.

+ Bengkel Kerja
Tempat ini berfungsi untuk memberixan keterampilan kapada narapidana yang mempunyai
bakat dan kemauan dalam bidang pertukangan, kerajinan tangan dan berkebun untuk bekal
kelak ia hidup di masyarakat.

e Lapangan
Sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam olahraga.

e Tersedianya berbagai macam alat-alat. yaitu -

- mesin-mesin pemotong kayu
- mesin-mesin penghalus kayu
- mesin jahit

- alat-alat olahraga
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- alat-alat berkebun, seperti cangkul, ember, dan lain-lain.

e Ruang Perpustakaan
Untuk menambah wawasan dari pengetahuan narapidana. Perpustakaan Lembaga
Pemasyarakatan Madiun berisi buku-buku yang kebanyakan membahas mengenai
pengetahuan umum dan pengetahuan tentang agama baik itu agama Islam ataupun agama
Nasrani. Perpustakaan ini buka jam 08.00 — 14.00. Buku-buku itu boleh dipinjam untuk
dibaca didalam sel. Untuk peminatiya per hari bisa mencapai 20 orang,.
e Faktor Milleu (Lingkungan)
Maksud dari lingkungan ini adalah terciptanya suatu suasana yang nyaman dan aman bagi
narapidana, supaya dalam pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun berjalan dengan
baik. Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali pada diri narapidana. Walaupun salah satu blok
mendapatkan pendidikan agama yang baik sedangkan blok yang lain masih belum mendapatkan
pendidikan secara tidak langsung akan mempengaruhi blok lain yang telah mendapat pendidikan

dengan baik.

Kendala-kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam pelaksanaan pembinaan
narapidana’
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun
adalah :
1. Latar Belakang Narapiadana
Yang dimaksud dari latar belakang narapidana ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Tingkat Pendidikan
Pada umumnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun terdiri dari berbagai tamatan
sekolah, misalnya tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMU dan mungkin pula mereka belum
tamat dari sekolahnya.
b. Kehidupan Sosialnya
¢ Usia Narapidana
d. Sikap dan Kelakuan
e Keadaan Fisik dan Kesehatan
2 Tenaga Pendidik
Borhasil tidaknya tugas untuk mengentaskankan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota
masyarakat yang baik dan taat hukum terhadap hukum, tergantung pada pewgas-petugas
pemasyarakatan yang diserahi tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan dengan pembinaan
ini. Petugas-petugas ini sebagai pendidik bagi narapidana berlatar belakang pendidikan yang

berbeda-beda. tidak khusus dari lulusan sarjana pendidikan.
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3. Masyarakat
Bantuan dari masyarakat yang paling utama adalah sikap yang positif untuk menerima kembali
mereka yang baru lepas dari lambaga untuk menjadi anggota masyarakat dan memberikan saluran
dalam menempuh hidup yang baru setelah sekian lama terlepas dari ikatan hidup bermasyarakat.
Tapi pada kenyataannya sering kali terjadi bahwa disatu pihak pemerintah melalui lembaga
pemasyarakatan, berusaha membina akan tetapi dilain pihak masyarakat tidak mau menerima
narapidana dan ada juga masyarakat yang curiga atau enggan terhadap narapidana setelah
narapidana tersebut selesai menjalani masa pidananya.

4. Kurangnya Tenaga Ahli
Tenaga ahli yang dimaksudkan disini adalah meliputi tenaga-tenaga ahli selain tenaga pendidik,
yaitu
a. Psikiater atau Psikolog
b. Dokter
¢ Dan Ahli-ahli Lainnya Yang Mendukung Proses Pelaksanaan Pembinaan

5. Kurangnya Dana (Anggaran)
Dalam melakukan suatu kegiatan tentu saja memerlukan biaya, dan untuk dana itu Lembaga
Pemasyarakatan Madiun sedikit mengalami kesulitan karena anggaran atau dana tersebut berasal
dari pusat dan bukan khusus untuk dana pembinaan narapidana, dana tersebut digunakan untuk
keperluan menyeluruh dari lembaga pemasyarakatan. Dengan begitu dana yang masuk sedikit

bherkurang, sedangkan pembinaan harus terus berlangsung.

Dilaksanakan pada: 13 dan 15 Juni 2002.
Mengetahui:
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B. Bapak Winarsangka selaku Ketua Sub Sie Bimbingan, Kemasyarakatan dan Perawatan.

1. Apa yang menjadi dasar dari pelaksanaan assimilasi, pembebasan bersyarat. cuti menjelang bebas dan
cuti mengunjungi keluarga?
Untuk cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat ini berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1999 No. M 01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang
Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelany Bebas dan pelaksanaan dari cuti mengunjungi
keluarga berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni

1991 No. M 03.PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga.

2. Apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat?
Syarat-syarat untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan pembebasan secara bersyarat adalah :
1. Surat keterangan tidak ada perkara lain dari Kejaksaan.
2. Penelitian kemasyarakatan (Litmas dari Bapas).
3. Surat keterangan berkelakuan baik selama menjalani pidana (tidak tercantum dalam register
daftar F vaitu suatu daftar yang mencatat narapidana yang melakukan pelanggaran).
4. Jaminan keluarga diketahui oleh pamong desa.
Sutar pernyataan kesanggupan menerima dari keluarga diketahui oleh kelurahan.
6. Untuk pembebasan bersyarat telah menjalani 2/3 masa pidana (minimal 9 bulan).

Untuk cuti menjelang bebas telah menjalani 2/3 dari masa tahanan.

Ketentuan-ketentuan apa agar narapidana mendapatkan cuti mengunjungi keluarga?

d

Ketentuan untuk cuti mengunjungi keluarga adalah :
1. Telah menjalani 2 masa pidana dengan pidana minimal 3 tahun. akan mendapatkan kesempatan
sebanyak 2 kali 24 jam.
2. Dengan pidana 3 — 5 tahun akan mendapatkan kesempatan sebanyak 3 kali dalam setahun.
3. Dengan pidana selama 5 tahun keatas akan mendapatkan kesempatan sebanvak 4 kali dalam

setahun.

4. Berapakah jumlah petugas dari bagian bimbingan, kemasyarakatan dan perawatan di Lembaga
Pemasyarakatan Madiun?
Jumlah petugas seluruhnya berjumlah 20 orang yang terdiri dari -
a. Program Pembinaan : S orang
b.  Program Integrasi 4 orang
c.  Petugas Perawat Kesehatan vang terdiri dari:
1. Mantri dorang

2. Administrasi . 1 orang
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C. Bapak Singgih selaku petugas Bagian Umum Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

I. Kapan Lembaga Pemasyarakatan Madiun dibangun dan berapa luasnya?
Lembaga pemasyarakatan Madiun ini dibangun pada tahun 1919 dan baru ditempati pada tahun 1925
dengan luas 29.790 m2,

Dilaksanakan pada 18 Juni 2002

Mengetahui,
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D. Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Madiun

1. Berapa jumlah narapidana yang mendapatkan Remisi Umum I dan Remisi Umum II (tahun 2000-
2001), serta berapa jumlah narapidana yang mendapatkan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat,

cuti mengunjungi keluarga (tahun 2000 s.d. Juni 2002)?

JUMLAH NARAPIDANA
TH 2000 TH 2001 TH 2001 | S.D. JUNI
TH 2002
Remist Umum [ 243 291 - -
Remist Umum II 45 128 - -
Cuti Menjelang Bebas - - 42 13
Pembebasan Bersyarat - - 43 21
Cuti Mengunjungi - - 17 0
keluarga
Jumlah 288 419 102 34

Dilaksanakan pada 18 Juni 2002

Mengetahui,
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E. Bagian Pusat Pengendalian Pelaksanaan Keamanan Lembaga Kemasyarakatan Madiun

1.

Berapakah jumlah penghuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun ?

Penghuni dari lembaga pemasyarakatan ini beragam sesuai dengan pasal 13 KUHP yang
menyebutkan bahwa, para narapidana yang dijatubi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa
golongan. Jadi penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun dari berbagai macam kejzhatan,
mulai yang teringan hingga yang terberat.

Sekarang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun mencapai 512 orang , yang terbagi atas :

a. Jumlah narapidana - 338 orang
b. Jumlah tahanan : 173 orang
¢. Cuti Menjelang Bebas -1 orang

Sedangkan untuk

Wanita sebanyak 15 orang

Pria sebanyak 497 orang

Akan tetapi sejak mendapatkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa
Timur tanggal 10  November 1999 No. W.10.PK.04.10 504 yang menunjuk Lembaga
Pemasvarakatan Madiun sebagai Lembaga Pemasyarakatan untuk Narkoba (Narkotika dan Obat-obat
Terlarang) Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun untuk Narkoba adalah:

Jumlah narapidana @ 229 orang

Jumlah tahanan . 23 orang

Dilaksanakan pada 18 Juni 2002

Mengetahui,

<X\ /i<

(JITwO
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2.Dana atau anggaran yang ada dari Pusat tersebut dialokasikan apa saja guna untuk menunjang

dari program pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun ?

Dana-dana yang ada oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun dialokasikan untuk

a. Mata Anggaran 240 untuk Bahan Makanan dan peralatan guna keperluan pembinaan.

b. Mata Anggaran 250 meliputi :

ekstra fooding

obat-obatan termasuk juga untuk honorarium dokter dan perawat
perlengkapan pakaian narapidana berupa pakaian

pembinaan mental

rawat inap di rumah sakit

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

Dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002

Mengetahui,
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F._Bagian KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)

1. Berapakah jumlah sel yang ada di dalam Lembaga Pemasyaraktan Madiun ?
Jumlah szl di Lembaga Pemasuarakatan Madiur: terbagi atas beberapa blok, antara lain
1. Blok A ada 4 sel berisi 13 tahanan.
2. Blok Bl ada 1 sel berisi 5 narapidana.

Blok B2 ada 1 sel.

')

4. Blok C1 ada 1 sel berisi 8 narapidana.

5. Blok C2ada 1 sel berisi 4 narapidana.

6. Blok DI ada 1 sel berisi 6 narapidana.

7. Blok D2 ada 1 sel berisi 6 narapidana.

8. Blok D3 ada 1 sel berisi 5 narapidana.

9. Blok D4 ada 4 sel berisi 8 narapidana khusus anak.

10. Blok E ada 12 sel berisi 15 narapidana.

11. Blok F selatan ada S sel berisi 66 narapidana dan 2 tahanan.
12. Blok F utara ada 5 sel berisi 65 narapidana.

13. Blok G ada 10 sel berisi 85 narapidana.

14. Blok H ada 6 sel berisi 160 tahanan.

15. Blok Iada 2 sel berisi 18 narapidana.

16. Blok Y ada 5 sel berisi 24 narapidana dan 2 tahanan.

17. Blok Asingan utara ada 9 sel berisi 3 narapidana.

18. Blok Asingan selatan ada 9 sel berisi 4 narapidana.

Dilaksanakan pada 11 Juli 2002

Mengetahui.
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DATA NARAPIDANA YANG MENDAPAT CUTI MENJELANG
BEBAS, PEMBEBASAN BERSYARAT,
CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DAN REMISI

JUMLAH NARAPIDANA

TH 2000 TH 2001 TH 2001 | S.D JUNI

TH 2002
Remisi Umum I 243 291 - -
Remisi Umum II 45 128 - -
Cuti Menjelang Bebas - - 42 13
Pembebasan Bersyarat - - 43 21
Cuti Mengunjungi - - 17 0

Keluarga

Jumlah 288 419 102 34

MADIUN,26-06-2002,

_ An, Kepadluy
- LEMBAGA PEMASYARAZ
i KLAS IIa |
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KANTOR WiLAYAH JAWA [1nur
1L TMBAGA PECMASYARAKATAH KLAS IA MADIUN
JL. YUS SUDARSD NG, 160 TELP. wah1) 462161

KODE POS 63127
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WAL E 1 2-F i Geiu - repada Yih.
2 (dua) hendel Kepala RBalan 2 nasyarakalan
Ranpiuan Pernbuatan Lilmos Macliun
Margpidans i i

MADIUI

Memperhaiikan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayat Dept. Kehakiman dan fAM
Jawa Timur tertanggat 01 Maret 2001 Homor @ W10.EK.04.7.185 lenlang Mekanisie
Pembualan Litmas anla iacah, dengan hormal bersama ini karni motion bantuan
Lilmas Narapana vatuk pengusutan Pelepasan Bersyarat / Cull Menjelang Bobas / Cull

Mongunjungi Keluarga terhadap narapidana .
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/ DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.L
-+ KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A MADIUN
Nama

Reg. Bl No.
No. Daltar

I. Masa Acmisi Orientasi / Observasi Councelling

1. Dilaksanakarm . 8l . teussts Bl IR R SN i
2. Identitas

a. Nama

b. Jenis Kelamin

Tempat / tgl. lahir (umuir)

d. Agama

e. Bangsa

I.  Pend. terakhir

g. (Pekerjaan’(erakhir

h. Keadaan Ling. Masy. sebelus

i.  Keadaan Ling. Pek. scbelumn

Jo Keadaan Ling. Pend. sebeltinm.,

- k. Keadaan Ling. - Ling. sebelumnya
1. Molil'melakukan Kejalvalin

)16 Progrim pertama berdasarkan hasil tahap admisi orentasi menurut Sidang DPP tgl. wocveurininnnsinninns
Program keamanan ; ;

"

Program kesehatan

Program Pendidikan umum / ketrampilan
Program Rekreasi / Olahvaga

Program Pekerjaan

- Program keagamaan / Rohani / Mental

- .+ Program Kemasyarakatan

NPU B @R

III.  Program kedua ( kira - kira 1/3 s/d 1/2 masa pidana ) pembinaan berdasarkan evaluasi atas program
- pertama menurut sidang DPP tanggal ..o

Program keamanan

P_rogram kesehatan

Program Pendidikan umum / ketrampilan

l‘ru'gram Rekreasi / Olahraga

Program Pekerjuan

Program Keagamaan / Rohani / Mental

P'rogram Kemasyarakatan

CETTT T

o [ B s

IV. Program ketiga ( kira - kira 1/2 s/d 2/3 ms ) pem extra mural melalui usaha-usaha assimilasi
qberdasarkan evaluasi program kedua menurut sidang DPP tgl
ogram keamanan

Program kesehatan ) '

Program I'endidilkan umum / ketrampilan

Program Rekreasi / Olahraga

Program Pekerjaan

Program keagamaan / Rohani / Mental

Program Kemasyarakatan

Nooe o]

V. Program keempat ( setelah 2/3 ms ) integrasi dengan masyarakat berdasarkan evaluasi atas program
G ketiga menurut sidang DPP tgl. ....cccviviviineennnanns

l(cumn;,knmn narapidana ybs. diberikan program pemblnaan integrasi :
. Pelepasan bersyarat. :xpirasi tanggal

2 Cuti PRT, expirasi tanggal

3. DBebas karena remisi, expirasi langgal

4. Bebas biasa tanggal

sesrssas

MBI, o vrrertemesstiosrisammsisae R
KEPALA,
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/ ‘.I'JI\‘II;AGJ\ PEMASYARAKATAN WLAS IHA MADIUN
« JL Yos Sudarso 100 Telp. / Fax. (0351) 462161
Kode Pos 63122

PENELITIAN SOSIAL / CASE STUDY

[. IDENTITAS
a. Klien

Niama

* =Tempat, tgl, lahir / umur
: Jenis Kelamin

Agama

Pendidikan

Pekerjaan

Bangsa / Suku
. Kawin / Belum kawin

Alinat terakhir

[edleara / pasal
S Futusan PN/PT/M.A .

Pidana

> emoy |'n;;i.sLer

Nomaor daitar
- Tanggal lepas

| * .
|

h. Orang Tua/ Wali
1. Axah
' Nama
Tempat, tgl. lahir / amur
- . Agama
Bangsa / Suku
Peadidikan
Pekaeinon

1 Alamat terakhir

2 Tbu
Nama
Tempat, tgl. Jahir / umur
Agama .
Bangra / Sukn
Peneidikan
Pekeriaan

Alamat. terakhir
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|
g, Istri

Muama %
* Tempat, tgl. lahit / umur
Agama
Banpsa / Suku
Pendidikan
‘ i Pekerjaan
Alamat terakhir
g |
Lo Susunun Keluarga
No. Naa moa , J (imur L/P Stalus Keterangan
i - ‘
i
)
i
)

(I.. KASUS ! MASALAM KLIEN SAMPATY DIPIDANA
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SURAT JAMINAN

(ang bertanda taugan dibawah ini :
N @ ma
U m ur

Pe'cerjaan / Jabatan :

Alamat

Adalah sebagai penjamin dari Narapidana

N a m a

U v

Menjalani pidana di T

Dengan ini menyatakan :

' 1. Sanggup menjamin sepernuhnya’ bahwa apabila narapidana tersebut diberikan ijin asimilasi /
. pembebasan bersarat / Curi menjelang Bebas, yang bLersangkutan tidak akan melarikan diri dan
atau melanggar ketentuan - ketentuan yaog lain.

2. Sanggup turut mengawasi dan membina narapidana yang bersangkutan agar menjadi warga
Negara yang bertanggung jawab.

i -

Uemikiao surat jaminan ini dibuat dengan sesungguhnya wuntuk dipergunakan seperluiya.

Penjamin,

Materai
Rp. 2C0),
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Meng:taht!
¢ Mengetahui

Camat iKepala Desa / Kelurahan

'l

Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Keluarga

Yang bertanda tangan dibawah ini :

L. N . a m a i
UI m ur
Pekerjaan :

tAlamat

2, N a m a

U m v t Xt

: Pekerjaan :

¥
.

Masing, - masing adalal keluarga ( famili ) dari narapidana bernama :
yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Madiun.

Dengan ini menyatakan bahwa kami tidak berkeberatan atas kembalinya narapidana tersebut diatas
setelah mendapatkan Pelepasan Bersarat ( PB ) atau Cuti Menjelang Bebas ( CMB ) dan kami sanggup mem-
berikan bimbingan sebaik - sebaiknya serta menanggung penghidupannya scbelum dia mendapatkan penghasilan

sendiri.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar menjadikan maklum.
T B .
, tgl
Kami yang membuat pernyataan.
|
l
s ( b
[ z ( )
]
Mengetahui, Mengetahui

Kepala Desa / Kclurahan
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM 12,1,
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR i
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLLAS IIA MADIUN
*dl You Sudarso Mo, 106 Talp (0351) 462 161
Koz [26s 63172

Madiun,
Nomor D WI0.E 12.PK.04.014- Kepada Yih.:
Lampiran - ' Kepala Kejaksaan Negeri
Perihal ¢ Permohnnan Sural Kelerangan i -
i Maranicking adn
| S Lt e
Hersanma ni denpan honmat * kami kivimkan  blanko  sural  kelernngan
( Maodel APC 201 a0 ) micosensd rsih 7 Gk metpunyai perkea lain yung belum diputus,.
Guna kelenghupan administeasi nacapidans atas nanis - :
i - 3
I
Sehubungnn dengn meksud tersebut i ot kami mobon sgudare berkenan untuk mengisi
blunko surat ketenmgun dan setelily ditwdut i, mohon dikirim kembali kepudu kami,
= Demikiun atas perkenan Suucara dan kerjusama yang baik, saya uenpkan banynk
terima kasih, J
|

Nt

Fembusan dsampakean Rt
! v -
Yiho 1 Kepala Kanlor Wiksiyah Nepl,

Aot TS0 Lt SN

Jawe T
i -
SURABAYA
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KEJAKSAAN NEGERI i

e P T B T PE DR bt e, el

SURAT KETERANGAN

VT L R e R

Kepala Kejaksaan Negeri .. ... e e O dengan ini menerangkan

baliwa

Il. Nama

(2

. Tempat /7 tanggal lahi L)

o

Kelamin
4. Kewrgancgaraan

5. Putusan Pengadilan Negeri
i tanggal / nomor

6. lLama pidana
7. Kejahat / pasal

8. Menjalani pidana b LLAIPAS

2

Alamalt . B

Menurut  atas  penclitian  berkas yang ada pada  kami, narapidana yang

. begrsangkutan masih/ tidak *) mempunyai perkara lain yang oclum diputus.

) ' Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebeiamya untuk memenuhi’ surat
Kepala [embaga Pemasyarakatan ................. GEEEa] oo onons i pvien s e ey  TNODAGT
lI -
Kepala Kejaksaan Negeri
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PELATIHAN PENDIDIKAN AGAMA igL*“
WARGA BINAAN PEMASYARAKAT
LAPAS KLAS IT/A MADIUN
Materi Pelajuran 1 DINAMIKA KELOMPOK
Bard /tanggal t Kamis, 20 Juni 2002
waktu : 30 menit
Penya ji : WINARSANGKA

PETUNJUK PENGISIAN 1

1, Sebelum mengerjakan soal, bacalah dengan telitd soal-goal dibawah ini
mulai nomor urut awval Bingga nomor urut akhir,

" 2, Soal bisa dibebas bersama kelompok atau yang menjawvab soal ini perwa-

kilan kelompok yang ditunjuk.

3. Latibgn ini werupakan aval dari kejelian dan ketelitian individu/ke -
lompok dalom memecahkan suatu permasalahan. E

4Le Selamat mengerjakan !

1, Menurut anda, dengan mengikuti Pelatihan ini apa ada manfaant bagi diri
andn paupun kelompok 7

2, Materl Pela juran apa yang menurut anda sangat membosanken, selama me-—
ngikuti Pelatihan ini ?

3s Apakah keikut sertaan anda dalam Pelatihan ini karena ada p,ksaan daii
petugas 7

4e Sebutkan nama anda dan asal daersh anda dengan suara keras sambil ber-
diri,
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5+ Sebutkan nama anggota kelompok anda dengan suara keras sambil berdiri,

minimal 3 (tiga) orang saja.
6. Sebutkan 3 '(liga) orang petugas Lapes Klas II/A Hadium, yang anda kensl.

7+ Ucapkan

" MERDEKA " dengan berdiri sambil tangan mengepal.

8. Jangan hiraukan semua pertanyaan diatas, anggap saja pertanyaan terse-

but tidak ada,
9+ Anda hanya diminta untuk memberi tanda tangan, spada kolom yang telah -

digediakan pada soel dibawvah ini dan segere serahkan pada pstugas,

¢

Yang mengerjakan :
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